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ABSTRAK

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK (PPh) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KPP
PRATAMA MEDAN TIMUR

ANNISYA AZMI
Program Studi Akuntansi
Email : annisya.azmilO@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib
pajak, pemeriksaan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap
penerimaan pajak (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan asosiatif, sumber data yang
digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 wajib pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di
KPP Pratama Medan Timur. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive
sampling. Teknik anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis outer
model, analisis inner model, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan software
Smart Partial Least Square (SPLS) versi 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
1) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi, 2) Pemeriksaan pajak berpengaruh
signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi, 3)
Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sistem Administrasi
Perpajakan Modern, Penerimaan Pajak



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAXPAYER COMPLIANCE, TAX AUDIT, AND
MODERN TAX ADMINISTRATION SYSTEM ON INCOME TAX (PPh)
ARTICLE 21 REVENUE OF INDIVIDUAL TAXPAYERS AT KPP PRATAMA
MEDAN TIMUR

ANNISYA AZMI
Accounting Study Program
Email : annisya.azmilO@gmail.com

This study aims to examine and analyze the influence of taxpayer compliance, tax
audits, and the modern tax administration system on Income Tax (PPh) Article 21
revenue from individual taxpayers at KPP Pratama Medan Timur. This research
employs an associative approach using primary data. The data collection technique
involved distributing questionnaires to 100 individual income taxpayers (PPh Article
21) registered at KPP Pratama Medan Timur. The sampling technique used is purposive
sampling. Data analysis methods include outer model analysis, inner model analysis,
and hypothesis testing using Smart Partial Least Square (SPLS) software version 4.0.
The results of the study indicate that: (1) Taxpayer compliance has a significant effect
on the revenue of Income Tax (PPh) Article 21 from individual taxpayers; (2) Tax audits
have a significant effect on the revenue of Income Tax (PPh) Article 21 from individual
taxpayers; (3) The modern tax administration system has a significant effect on the
revenue of Income Tax (PPh) Article 21 from individual taxpayers.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Audit, Modern Tax Administration System, Tax
Revenue.
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia dalam
membiayai kegiatan pembangunan baik saran dan prasarana yang akan digunakan
untuk meningkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kelancara
pembangunan Negara mengharapkan dan mewajibkan agar tiap warga negaranya ikut
berpartisipasi membayar pajak sesuai dengan subjek pajak dan objek pajak masing-
masing wajib pajak yang telah terdaftar di KPP sesuai domisili.

Tiap tahunnya pemerintah membuat kebijakan target penerimaan pajak yang
akan dicapai sehingga pajak ini akan dialokasikan pada sektor produktif dan kegiatan
pembangunan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Menurut (Zulia Hanum &
Rukmini (2012) Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib
pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan.

Disamping itu, PPh Pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai
kegiatan lainnya dengan subjek pajaknya terdiri dari:

a. Pekerja formal atau karyawan/pegawai

b. Pekerja bebas atau bukan pegawai

c. Sebagai pekerja sekaligus pengusaha

d. Wajib pajak pribadi sebagai pengusaha



Untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau terlalu
kecil bagi karyawannya, perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang
baik. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, wajib pajak yang memperoleh
penghasilan netto dibawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikecualikan dari
kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun
karyawan memiliki NPWP, mereka tidak perlu menyampaikan SPT jika penghasilan
neto mereka tidak melebihi PTKP. Ini adalah risiko utama bagi karyawan swasta,
pegawai pemerintah, pejabat negara dan anggota militer tidak memiliki NPWP.

Menurut John Hutagaol (2017:325) menyatakan bahwa “Penerimaan pajak
merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat
dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi
masyarakat”.

Pada umumnya pendapatan negara ialah sumber utama dari belanja negara di
samping komponen pembiayan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan
pajak. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan terdapat
banyaknya kendala, yaitu diantaranya adalah kepatuhan para wajib pajak yang masih
rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih
kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan
dan membayar pajaknya (Januri & Hanum, 2017). Peran serta masyarakat wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan
sangat diharapkan sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan

posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Fokus direktorat jendral pajak



tahun 2016 ialah wajib pajak orang pribadi, karena kontribusi dari wajib pajak orang

pribadi yang sangat minim dibandingkan wajib pajak lain (Eka Nurmala Sari, 2019).

Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Medan

Tabel 1.1

Timur Tahun 2020-2024

Tahun Target Realisasi Pendapatan | Persentase | Selisih lebih/Kurang
(Rp) (Rp) (%) (Rp)

2020 | Rp 102.452.000.000 | Rp 101.402.420.494 | 98,98% | -Rp. 1.049.579.506

2021 | Rp90.000.000.000 | Rp 94.020.086.775 | 104,47% | Rp. 4.020.086.775

2022 | Rp 109.905.000.000 | Rp 120.781.118.670 109,90% | Rp. 10.876.118.670

2023 | Rp 130.777.138.000 | Rp 129.544.915.687 99,06% | -Rp. 1.232.222.313

2024 | Rp 180.380.213.000 | Rp 165.756.199.989 91,89% | -Rp. 14.624.093.011

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menggambarkan bahwa target, realisasi, dan
persentase pendapatan pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yang dimana
pada tahun 2022 mencapai 109,90%, sedangkan pada tahun 2020,2023 dan 2024
realisasi belum mencapai target penerimaan pajak yang diharapkan bahkan pada tahun
2024 hanya mencapai 91,89% yang menjadi terendah dalam periode tersebut pada KPP
Pratama Medan Timur terlihat belum mencapai target.

Jika diamati lebih lanjut, terdapat pola fluktuatif dalam pencapaian target.
Setelah mengalami kenaikan yang melampaui target pada tahun 2021 dan 2022, terjadi
penurunan persentase realisasi di tahun 2023 (99,06%) dan tahun 2024 (91,89%).
Penurunan signifikan terjadi di tahun 2024 dimana target tidak tercapai sebesar Rp
14.624.093.011 atau setara dengan 8,11% dari target yang ditetapkan. Hal ini menjadi

perhatian bagi penulis. Apakah permasalahan ini dapat disebabkan oleh penentuan



yang terlalu optimis atau karena kurangnya kepatuhan wajib pajak, terutama
Perusahaan pemberi kerja yang secara undang-undang wajib memotong gaji
karyawannya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023), dimana perbandingan
anatara target dengan realisasi mencapai 99,06%, terjadi penurunan persentase realisasi
yang cukup signifikan pada tahun 2024. Persentase realisasi turun dari 99,06% di tahun
2023 menjadi 91,89% di tahun 2024, yang menunjukkan penurunan sebesar 7,17% atau
setara dengan Rp 12.933.261.727 dalam rupiah. Oleh karena itu penulis perlu fokus
pada permasalahan yang terjadi di tahun 2024 dimana realisasi dibawah target sebesar
8,11%.

Target penerimaan pajak akan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya
seiring dengan kegiatan intensifikasi terhadap wajib pajak yang terdaftar dan kegiatan
ekstensufikasi dalam mengumpulkan wajib pajak baru yang dilakukan KPP Pratama
Medan Timur. Seharusnya semakin banyak wajib pajak bary maka akan semakin
banyak orang yang membayar pajak sehingga penerimaan pajak akan semakin besar
pula.

Pada prinsipnya kepatuhan wajib perpajakan merupakan tindakan yang wajib
dilakukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku
dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang
dihasilkan oleh wajib pajak terkait dengan ketetapan waktu dalam melakukan
pembayaran serta kesediaannya membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak hanya

mendapatkan himbauan untuk dapat mebayarkan pajaknya dari pemerintah daerah,



pemerintah daerah juga telah berupaya membuat sebuah kebijakan dan aturan yang
mensikronisasikan (Ammy, 2022).

Menurut (Orkaido Deyganto, 2018) Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh
faktor demografi, individu, sosial, kelembagaan dan ekonomi. Penelitian sebelumnya
telah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kualitas layanan, pengetahuan pajak, audit pajak,
sanksi pajak, penggunaan teknologi, sistem manajemen pajak, ketersediaan kas, omzet,
hubungan sosial, persaingan bisnis, persepsi pembayar pajak, persepsi keuntungan,

kepercayaan pada pemerintah, tanggung jawab moral, dampak lingkungan, keadilan

pajak, dll.
Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur
2020-2024
Tahun | Wajib Pajak Wajib Wajib Pajak Persentase Persentase
Terdaftar Pajak Setor | Tidak Setor Wajib Pajak Wajib Pajak
yang Setor yang Tidak
Setor
2020 96.528 1.275 95.253 1,32% 98,68%
2021 100.667 1.095 99.572 1,09% 98,91%
2022 104.843 1.023 103.820 0,98% 99,02%
2023 108.757 1.113 107.644 1,02% 98,98%
2024 118.995 1.247 117.748 1,05% 98,95%

Sumber: KPP Pratama Medan Timur
Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa lima tahun terakhir, yaitu tahun 2020
sampai 2024, jumlah wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur kian bertambah dari
96,528 menjadi 118.995 wajib paja, atau meningkat sebesar 23,28%. Namun,
peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tidak serta merta diikuti dengan kenaikan
tingkat kepatuhan dalam hal penyetoran pajak. Persentase wajib pajak yang setor justru

tetap rendah, berkisaran antara 0,98% hingga 1,32% selama periode tersebut.



Ini diduga karena adanya dominasi penyetoran oleh pihak-pihak pemotong
pajak besar seperti perusahaan atau instansi pemerintah, sementara itu terlihat pada
tahun 2023 sampai tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah wajib pajak yang tidak setor
sebesar 9,39% atau sebesar 10.104 jiwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tidak
berperan aktif dalam penyetoran hal ini diduga penghasilan para wajib pajak dibawah
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kondisi ini sejalan dengan temuan pada tabel 1.1, dimana target penerimaan
tahun 2024 tidak tercapai sebesar 8,11% atau Rp 14.624.093.011. meskipun jumlah
wajib pajak yang terdaftar kian meningkat, namun tingkat kepatuhan yang rendah
berkontribusi pada tidak tercapainya target penerimaan pajak. Dibandingkan dengan
tahun 2023 yang mencapai persentase realisasi 99,06% tahun 2024 mengalami
penurunan signifikan menjadi 91,89%. Fenomena ini menunjukkan adanya korelasi
antara rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dengan tidak tercapainya target
penerimaan.

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang menyetorkan
pajaknya di KPP Pratama Medan Timur masih banyak persentase wajib pajak orang
pribadi yang tidak menyetorkan pajaknya sehingga dapat gambaran kurangnya
kepatuhan wajib pajak dalam hal perpajakan.

Pemeriksaan pajak juga merupakan salah satu faktor institusional yang dapat
memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian
kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objekkif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain



dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Peningkatan penerimaan pajak restoran akan terjadi bila dilakukan pemeriksaan pajak.
Fluktuasi pemeriksaan terjadi karena terdapat sanksi yang diterima wajib pajak apabila
terbukti melakukan penghindaran pajak (Mada Vita Descalaya, fransisca Yaningwati,
2016).

Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera kepada para
wajib pajak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu,
pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang
perpajakan, karena wajib pajak sering kali melakukan praktik penipuan ketika
membayar pajak secara sadar. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya
pelanggaran formal, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan berupa denda
atau bunga yang akan dipungut oleh fiskus dalam surat ketetapan pajak. DJP masih
dapat menerbitkan ketetapan pajak. Penilaian pajak ini adalah bagian dari
pengungkapan aset resmi wajib pajak.

Dalam penelitian (Astana & Merkusiwati, 2017) modernisasi administrasi
perpajakan mencakup 4 bidang, yaitu: (1) restrukturisasi organisasi; (2) perbaikan
proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; (3)
perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia; dan (4) pelaksanaan good
governance. Dilaksanakannya reformasi administrasi tentunya memiliki suatu tujuan,
menurut DJP (2012) tujuan utama reformasi administrasi perpajakan yaitu
meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan

masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak.



Dalam penelitian yang dilakukan (Azzahra & Sofianty, 2023) dengan judul
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan
Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Semarang Timur
mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan
pajak memiliki pengaruh positif. Namun pada variabel Kepatuhan Wajib pajak
berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan pada penelitian (Mareta,
2022) dengan judul penelitian analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak, pelayanan
pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak (studi
kasus di kantor pelayanan pajak pratama bandar lampung satu) mengungkapkan bahwa
pelayanan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif
terhadap penerimaan pajak. Namun pada variabel kepatuhan wajib pajak memiliki
pengaruh negatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak,
Pemeriksaan Pajak, dan Sistem Administrasi Perpaajakan Modern Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi pada KPP Pratama

Medan Timur.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan, maka dapat
diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, yaitu:
1. Pada tahun 2023-2024 terjadi penurunan persentase penerimaan pajak penghasilan

asa sebesar /, o atau . . . .-
(PPh) Pasal 21 sebesar 7,17% Rp 12.933.261.272



2. Pada tahun 2023-2024 terjadi kenaikan jumlah wajib pajak yang tidak setor sebesar

10.104 jiwa atau 9,38%.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi penelitiannya

hanya akan fokus membahas mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang

Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

1.4 Rumusan Masalah

1.

Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak
penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?
Bagaiman dampak pemeriksaan perpajakan terhadap penerimaan pajak

penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur?

. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap

penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama
Medan Timur?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

. Untuk menganalisis sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya termasuk pelaporan SPT berpengaruh terhadap
penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Medan Timur.
Untuk menilai dampak pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak, serta bagaimana hal ini berkontribusi
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terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Medan

Timur.

. Untuk mengidentifikasi peran sistem administrasi perpajakan modern dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk dalam pelaporan SPT, dan
dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama

Medan Timur.

1.6 Manfaat penelitian

1.

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:
Bagi penulis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sistem
administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21
dan sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dan

dipelajari selama masa perkuliahan.

. Untuk para Wajib Pajak hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadikan

bahan masukan sebagai alternatif untuk memudahkan dalam mengevaluasi
perkembangan dan kemajuan mengenai kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak
dan sistem administrasi perpajakan modern.

Bagi penelitian selanjutnya semoga dari hasil dari penelitian ini dapat menjadi

literatur atau bahan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.



BABII

KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak
2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut (Sulistyorini & Latifah, 2022) Pajak memiliki peran yang sangat
penting bagi negara, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan dari sektor
pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk itu, pajak diharapkan dapat
menjadi solusi yang efektif dalam membantu masalah pembiayaan pembangunan
nasional maupun dalam sektor perekonomian Negara Indonesia.

Menurut (Rochmat Soemitro, 2018) Pajak merupakan iuran kepada kas Negara
yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan
jasa imbalan balik (kontraprestasi yang berlangsung dapat ditujukan, dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum).

Menurut (Djajadiningrat, 2014) menyatakan bahwa pajak sebuah kewajiban
dalam memberikan sebagaian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu
keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran
tersebut bukanlah suatu hukuman akan tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak
adalah untuk memelihara kesejahteraan masarakat.

Menurut (Waluyo, 2012) “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarkannya menurut peraturan,

dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang

11
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digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas
Negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran
wajib masyarakat yang berupa uang atau barang dan dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku serta yang bersifat memaksa atas pajak
yang dikenakan terhadapnya, baik individu atupun lembaga berdasarkan undang-
undang pajak yang berlaku.
2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) adapun fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara):
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun
pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut
ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak, seperti
pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regulared (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta

mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan.
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Dari penjelasan fungsi pajak diatas pajak sangat berperan dan sebagai penompang
dalam pembiayaan kehidupan bernegar selain itu, pajak juga mengatur kebijakan untuk
menjaga kestabilan dan pola kehidupan ketatanegaraan.
2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongn, menurut sifat,
menurut lembaga pemungutannya sebagai berikut:

1. Menurut Golongan
a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Misalnya, Pajak Penghasilan

(PPh).

b) Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain atau pihak ketiga. Paja tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan,
peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan yang menyebabkan terutangnya
pajak. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
a) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak atau pengenaan

pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Misalnya, Pajak Penghasilan

(PPh).
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b) Pajak Objektif
Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda,
keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya
kewajiban membayar pajak, tanpa memprtahankan keadaan pribadi subjek
pajak (wajib pajak) dan tempat tingal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
a) Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya, PPh, PPN, PPnBM.
b) Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerahtingkat I (pajak
provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing
4. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut (Siti Resmi, 2019) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem
pemungutan, yaitu:
a. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.
b. Self Assessment System
Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu
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menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku,
mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar
pajak.
c. Wiht Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang
ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak
ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan
presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor,
dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil
atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga

yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.2 Penerimaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak termasuk salah satu sumber pendapatan utama pemerintah
yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Pajak
merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan usaha
kepada negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan
pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur,
pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya.

Menurut John Hutagaol (2007, hal. 325) ialah ‘“Penerimaan pajak merupakan

sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat
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dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi
masyarakat.”

Sedangkan menurut Suryadi (2016, hal. 105) menyatakan bahwa “Penerimaan
pajak adalah sumber pembiayaan negara yang merupakan penghasilan yang diperoleh
oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi
singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk
pengeluaran pemerintah untuk sebebsar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana
yang dimaksud dari tujuan negara yang telah disepakati oleh para pendiri awal negara
ini ialah mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan keadilan
sosial.

Menurut (Januri & Hanum, 2017) Penerimaan pajak merupakan penghasilan
yang diperoleh dari negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak
ialah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

2.1.2.2 Faktor penerimaan pajak

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi penerimaan pajak ialah, sebagai berikut:

1. Kejelasan
Kejelasan dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan Undang-
undang yang jelas, sederhana dan mudah dipahami akan memberikan pemahaman
yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan
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Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Perpajakan
merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang mempunyai
sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam bidang sosial dan
ekonomi.

3. Sistem Administrasi yang Tepat
Sistem administrasi harus menjadi prioritas utama karena kemampuan pemerintah
untuk berfungsi secara efektif bergantung pada jumlah uang yang dapat
dikumpulkan melalui pajak. Sistem administrasi memainkan peran penting.

4. Pelayanan Kualitas
Pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal
yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas
pelayanan yang dimaksud merupakan memberikan pelayanan prima kepada wajib
pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

5. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara Rasa Nasionalisme Tinggi
Kepedulian kepada bangsa dan negara serta meningkatkan pengetahuan perpajakan
masyarakat yang memadai, maka secara umum akan semakin mudah bagi wajib
pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas, Moral Tinggi)
Kualitas petugas menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan pajak.
Petugas pajak memiliki peringkat yang baik dalam hal kecakapan teknis, efisien
dan efektif dalam hal kecepatan, ketepatan, dan keputusan yang adil.

Sedangkan menurut (Illal Nurhabibah, Eka Nurmalassari, 2018) terdapat faktor

yang menghambat penerimaan pajak, yaitu:
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1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar
pajak.

2. Tidak sedikit wajib pajak yang tidak mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi
perpajakan, sehingga kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak
serta pengetahuan atas peraturan-peraturan baru yang ditetapkan.

3. Pemberitaan negatif tentang pegawai pajak, adanya kasus-kasus korupsi yang
melibatkan petugas pajak, sehingga menurunkan kepercayaan wajib pajak atas
kualitas pelayanan yang diberikan oleh sumber daya manusia (SDM).

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut (Fina Budiarti, 2022) Indikator penerimaan pajak kendaraan bermotor
adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan pajak

2. Penambahan jumlah wajib pajak

3. Transparansi

4. Kerjasama fiskus dan wajib pajak
Indikator penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Peran penerimaan pajak sangat penting

2. Peningkatan pajak memang peranan strategis karena akan meningkatkan
kemandirian pembiayaan pemerintah

3. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara

4. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar

5. Perlu berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat



19

6. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan

pajak dimasa depan.

2.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.1.3.1 Definisi PPh Pasal 21

Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilab berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak
orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek
pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak
(Sanjaya & Adityani, 2025).

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh
wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan
sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 31/PJ/2012. Dalam pemenuhan
kewajiban kewajiban perpajakan PPh pasal 21 melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu pemberi
kerja dan penerima penghasilan. Penerima penghasilan merupakan pihak yang
menanggung beban pajak, sedangkan pemberi kerja merupakan pihak yang harus
memotong pajak dari penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.
Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemberi kerja wajib menyetorkan pajak
tersebut ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selambat-
lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian melaporkan pajak tersebut
melalui SPT PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut

terdaftar paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sementara penerima
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penghasilan akan menerima bukti pemotongan yang digunakan sebagai pengurangan
PPh orang pribadi pada akhir periode.
Berikut ini jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21 :
a) Penghasilan bagi Pegawai Tetap,
b) Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap,
c) Penghasilan bagi Bukan Pegawai,
d) Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 Final,
e) Penghasilan Lainnya,
2.1.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut (Rusjid, 2016) mendefinisikan “subjek pajak penghasilan pasal 21
merupakan penerima penghasilan atau subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan
Pasal 21”. Yang termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai, setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu
perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk
yang melakukan pekerjaan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha
Milik Daerah. Pegawai dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pegawai tetap, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang
menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala,
termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara
teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan.

b. Pegawai lepas, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya

menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
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2. Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau
memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasalalu, termasuk
orang pribadi atau ahli waris yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau
Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarka oleh Taspen.

3. Penerima honorarium, orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan
sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.

4. Penerima upah, orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan,
upah borongan atau upah satuan.

5. Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong pajak.

2.1.4.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (B. ilyas, 2017) Imbalan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama

dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

1.

2.

Pegawai tetap, berupa: penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa: upah harian, mingguan, satuan,

borongan atau upah yang dibayarkan secara berbulan;

. Penerimaan pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lainnya;

Pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubung dengan pensiun yang
diterima sekaligus berupa: uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari

tua atu jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya;
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5. Bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis

dengan nama dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa dan kegiatan yang dilakukan;

Peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang represntasi, uang rapat,
honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan
imbalan sejenis dengan nama apapun;

Penghasilan yang diberikan oleh: bukan Wajib Pajak, wajib pajak yang dikenakan
pajak penghasilan yng bersifat final atau Norma perhitungan khusus (deemed

profit).

2.1.3.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Dirjen Pajak, Pemotong PPh Pasal 21

adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan

pemotongan pajak atas penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan

orang oribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21. Menurut (B. ilyas, 2017)

menyatakan bahwa pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

1.

Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat
maupun cabang, perwakilan, atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan sejenisnya.

Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas
pada pemerintah pusat termasuk instusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi
atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar

Republik Indonesia di Luar Negeri.
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3. Dana pensiun atau baadan penyelenggara jaminan sosial kerja, dan badan-badan
lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan
yang membayar honorarium.

5. Penyelenggara yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam
bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan

suatu kegiatan.

2.1.3.5 Hak dan Kewajiban Pemotongan Pajak

Setiap pemotong PPh 21 wajib menghitung dan menyetorkan pajak baik
dilakukan pada akhir masa pajak atau tahun pajak. Pemotongan pajak juga wajib
mengisi dan menyamppaikan SPT Masa dan SPT Tahunan sebagai bukti telah
melaporkan pajak yang sudah dibayarkan. Sehingga, dalam melaksanakan pemotongan
pajak memiliki hak dan kewajiban. Menurut Siti Resmi (20217:117) Hak dam

Kewajiban Pemotong Pajak adalah sebagai berikut:

1) Hak Pemotong
a) Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21
yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) tahun
takwim lebih kecil dari pada jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor. Jumlah
kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang
atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika
masih ada sisa kelebihan, diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam

tahun berikutnya.
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Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang
jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal
21.permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31
Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah
ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak disertai surat pernyataan mengenai
perhitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim
yang bersangkutan.

Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada DJP dan Permohonan

banding kepada Badan Peradilan Pajak.

2) Kewajiban Pemotong Pajak

a)

b)

Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri kekantor pelayanan pajak
atau kantor penyuluhan pajak setempat.

Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan
dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan
pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.

Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal
21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak
dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos
atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Milik Daerah
(BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim

berikutnya.
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d) Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut
sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitauan (SPT) masa ke
kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat, selambat-
lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.

e) Pemotong pajak wajib membrikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik
diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada
orang pribadi bukan sebagai karyawan tetap, penerima uang tebusan
pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima
dana pensiun.

f) Pemotongan pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21
kepada pegawai tetap, termasuk penerimaan pensiun bulanan, dengan
menggunakan formulir yang ditentukan oleh DJP dalam waktu 2 (dua)
bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja
atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan tersebut
diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu

bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti kerja atau pensiun.

2.1.3.6 Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 merupakan langkah penting dalam memastikan
kepatuhan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi.
Pemotongan pajak oleh pemberi kerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan

peraturan terbaru, termasuk penerapan tarif efektif rata-rata (TER) tahun 2024.
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A. Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Dalam menghitung PPh Pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Prosedur perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Menurut Standart Akuntansi
Keuangan dan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, meliputi:

1) Penghasilan bruto/penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian ditambah
dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar gaji pokok (uang makan, uang
lembur, dll).

2) Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka
penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal
biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 500.000
sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.

3) Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan penghasilan tidak kena
pajak (PTPK) untuk memperoleh penghasilan kena pajak (PKP).

4) Menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang
berlaku kemudian dikalikan PKP.

5) Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21
setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

B. Metode Perhitungan PPh Pasal 21
Terdapat beberapa metode dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang bisa
diterapkan oleh perusahaan sesuai kebuhan, antara lain:

1. Net Methode

Merupakan metode perhitungan pajak yang dimana perusahaanlah yang

menanggung seluruh tanggungan pajak penghasilan seorang karyawan tersebut.
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Yang dimana gaji yang diterima karyawan sudah bersih atau tidak termasuk
yang akan diptong pajak penghasilan. Dengan menghitung PPh Pasal 21
menggunakan metode ini adalah pemotongan pajak dimana perusahaan yang
menanggung pajak karyawannya.
2. Gross Methode
Kebalikan dari perhitungan PPh dengan metode gross (bruto) adalah cara
menghitung pajak penghasilan yang secara keseluruhan dibebankan pada gaji
yang seharusnya diterima karyawan. Jadi, gaji yang diterima karyawan setiap
bulannya tersebut belum termasuk potongan pajak penghasilan. Dengan
menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode ini adalah pemotongan
pajak penghasilan di mana karyawan yang menanggung pajaknya.
3. Gross Up Methode
Cara menghitung pajak penghasilan dengan metode ini artinya memberikan
tunjangan kepada karyawan sejumlah potongan pajak yang ditentukan.
Sehingga perhitungan PPh Passal 21 metode gross up ini terbilang lebih rumit
dibanding metode nett ataupun gross up, karena metode perhitungannya
didasarkan pada jumlah tunjangan yang sama besar dengan jumlah pajak yang
dipotong dari karyawan.
C. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21
Dalam perhitungan PPh Pasal 21, terdapat tarif yang dikenakan sebagaimana
yang tertuang dalam Undang — Undang Perpajakan (UUPPh) pasal 17 dimana
perhitungan tarif menggunakan tarif progresif. Mengenai tarif tersebut terdapat

pembaruan pada tiap lapisan progresif PPh 21 yang telah diatur berdasarkan Undang-
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Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh) Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan

tersebut telah merevisi lapisan pajak mulai dari lapisan 1 hingga 4, serta menambahkan

1 lapisan pajak (sumarsan, 2020), sehingga menjadi:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi

UU No 7 Tahun 2021
Lapisan
Tarif
Rentang Penghasilan Tarif
I 0 —Rp 60 Juta 5%
I >Rp 60 — 250 Juta 15%
I >Rp 250 — 500 Juta 25%
v >Rp 500 -5 M 30%
A% >Rp 5 Miliar 35%

D. Tarif TER (Tarif Efektif Rata-rata)

Pada awal tahun 2024 pemerintah menerapkan ketentuan peraturan perpajakan

yang berlaku mengenai penghasilan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan

pertimbangan untuk mempermudah dan memperlancar dalam menghitung besarnya

PPh Pasal 21 terutang. Berikut ini disajikan kategori untuk tarif TER yang berlaku di

Januari 2024 sebagai berikut:

1. Tarif Efektif bulanan kategori A (TER A)

TER kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan

status PTKP:

a) Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)

b) Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)

¢) Kawin tanpa tanggungan (K/0)
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TER bulanan kategori A memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk
penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp 5,4 juta hingga 34% untuk
penghasilan bruto bulanan di atas Rp 1,4 Miliar.
2. Tarif TER bulanan kategori B (TER B)
TER bulanan kategori B diterapka atas penghasilan bruto orang pribadi dengan
status PTKP:
a) Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)
b) Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)
¢) Kawin dengan satu tanggungan (K/1)
d) Kawin dengan dua tanggungan (K/2)
TER bulanan kategori B memiliki tarif PPh 21 mulai daro 0% untuk
penghasilan bruto bulanan dengan Rp 6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan
bruto bulanan diatas Rp 1,405 Miliar.
3. Tarif Efektif bulanan kategori C (TER C)
TER bulanan kategoru C diterapkan atas penghasilan bruto orang pribadi dengan
status PTKP kawin dengan tiga tanggungan (K/3). TER bulanan kategori C
memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai
dengan Rp 6,6 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan diatas Rp 1,419
Miliar
E. Penghasilan Tidak Kena Pajak
Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 ketentuan mengenai penghasilan tidak

kena pajak yang berlaku hingga saat ini ialah:
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1. Sebesar Rp 54.000.000 bagi wajib pajak orang pribadi yang belum menikah dan
tidak memiliki tanggungan.

2. Sebesar Rp 4.500.000 sebagai tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah
menikah.

3. Sebesar Rp 4.500.000 sebagai tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang
memiliki tanggungan, seperti anggota keluarga yang satu darah, keluarga yang
masih dalam satu keturunan hingga anak angkat. Maksimal jumlah tanggungan dari
setiap keluarga yaitu sebanyak tiga orang.

Jika disajikan dalam bentuk tabel maka penghasilan tidak kena pajak meliputi:

Tabel 2.2 Daftar PTKP
Status PTKP Setahun PTKP Sebulan
TK/0 Rp 54.000.000 Rp 4.500.000
TK/1 Rp 58.500.000 Rp 4.875.000
TK/2 Rp 63.000.000 Rp 5.250.000
TK/3 Rp 67.500.000 Rp 5.625.000
K/0 Rp 58.500.000 Rp 4.875.000
K/1 Rp 63.000.000 Rp 5.250.000
K/2 Rp 67.500.000 Rp 5.626.000
K/3 Rp 72.000.000 Rp 6.000.000

F. Perhitungan PPh Pasal 21
Sebagaimana yang sudah terutang Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Pajak Penghasilan dalam mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21,

sebagai berikut:
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Tabel 2.3 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21

Aturan lama (Bulan November

2023)

Gaji Pokok Rp xxx.xxx
Tunjangan Rp XXX.XXX
Gaji Bruto Rp xxx.xxx
Pengurangan:

Biaya Jabatan

(5% x Gaji bruto) (Rp xxx.xXX)
Penghasilan netto

sebulan Rp xxx.xxx

Penghasilan netto
disetahunkan
(penghasilan netto

Sebulan x 12 bulan) Rp
XXX. XXX

PTKP (TK/0) Rp xxx.xxx
PKP Rp xxx.xxx

PPh Pasal 21 setahun
(tarif x PKP)

PPh Pasal 21 sebulan
(PPh 21 setahun 12)

Rp xxx.xxx

Rp xxx.xxx

Aturan baru (TER) Januari 2024

PPh Pasal 21 terhutang masa Jan - Nov

Gaji Pokok Rp xxx.xxx
Tunjangan Rp  XXX.XXX
Gaji Bruto Rp xxx.xxx
PPh pasal 21 terhutang masa Jan — Nov
Tarif TER x Penghasilan

Bruto Rp xxx.xxx

PPh Pasal 21 terhutang masa Desember
Penghasilan Bruto
disetahun
Pengurangan:
Biaya jabatan

(5% x penghasilan
Bruto disetahun)

Rp xxx.xxx

Rp  XXX.XXX

Penghasilan netto

disetahunkan Rp xxx.xxx
PTKP (TK/0) Rp  XXX.XXX
PKP Rp xxx.xxx

PPh 21 setahun Rp xxx.xxx
PPh 21 yang sudah

dibayar

(total PPh masa Jan —Nov) Rp xxx.xxx
PPh 21 Desember

(PPh 21 masa

Jan s/d Nov - PPh 21

setahun) Rp xxx.xxx

2.1.3.7 Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut (B. Ilyas, n.d.) menyatakan bahwa dalam ketentuan umum dan

tatacara perpajakan dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut:
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1. SPT — Masa palimg lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak

2. SPT — Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan
setelah akhir Tahun Pajak

3. SPT — Tahunan Wajib Pajak Badan paling lam 4 (empat) bulan setelah akhir
Tahun Pajak

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang “Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan” ialah UU No. 6 Tahun 1983, sebagaiman telah diubah
dengan UU No. 28 Tahun 2007. Undang-undang tentang “Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan” dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945. No. 28 Tahun 2007 pada
dasarnya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang dan kewajiban aparat
pemungut pajak, serta sanksi perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini
merupakan sebuah sikap yang dihasilkan oleh wajib pajak terkit dengan ketetapan waktu
dalam membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak hanya mendapatkan himbauan untuk
dapat membayar pajaknya dari pemerintah daerah, pemerintah daerah juga telah
berupaya membuat sebuah kebijakan dan aturan yang mensikronisasi keperluan
masyarakat (Saylah Maha & Zulia Hanum, 2021).
2.1.4.1 Pengartian Kepatuhan Wajib Pajak
Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam
pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara

(Simanjuntak & Mukhlis, 2013).
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Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang
dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi
pembangunan secara sukarela (Dahrani & Fauziah Siti, 2021). Kepatuhan wajib pajak
menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan self assessment yang mana dalam
prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk
menghitung, membayar, dan melapor kewajibnnya (Dahrani et al., 2021).

Karakteristik wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 544/KMK.03/2022 adalah sebagai berikut:

1) Tepat waktu dalam pelaporan, wajib pajak yang patuh selalu

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam
2 (dua) tahun terakhir.

2) Tidak memiliki tunggakan pajak, wajib pajak tidak memiliki tunggakan
pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah memperoleh
izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

3) Tidak pernah dijatuhkan hukuman pidana pajak dalam jangka waktu 10

tahun terakhir.

2.1.4.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Aini, 2013) ada 2 (dua) macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal

dan kepatuhan materill.
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Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi
kewajiban perpajakan dengan berfokus pada nama dan bentuk kewajiban saja,

tanpa memperhatikan esensi dari kewajiban tersebut.

2) Kepatuhan Materill

Kepatuhan materill merupakan suatu situasi dimana wajib pajak selain
memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban
perpajakan terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakan (Dahrani, &

Ramadhan 2021).

2.1.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Dalam penelitian (Utari & Supadmi, 2017) menyatakan faktor-faktor yang

memepengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1)

2)

Pemahaman Terhadap Sistem Self Assessment Dan Ketetapan Membayar Pajak
Hal ini merupakan sistem pemungutan pajak yang besaran pajaknya dihitung
sendiri oleh wajib pajak. Self Assessment system menuntut adanya peran serta
aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus mampu memberikan 4K, yaitu keamanan,
kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat
diukur dari kemampuan dalam menyediakan pelayanan yang memuaskan dan

mampu memberikan pelayanan dan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan
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sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak. yang dimiliki oleh
petugas pajak.

Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan menyebabkan masyarakat
semakin mudah memahami ketentuan dan peraturan di bidang perpajakan yang
berlaku. Pendidikan yang rendah juga akan tercermin dari banyaknya wajib
pajak khususnya orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan. Tingkat
pendidikan yang rendah juga akan berpeluang bagi wajib pajak untuk enggan
melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman terhadap
sistem perpajakan yang berlaku.

Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak memiliki
kesadaran dan mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan dalam
undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan
sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak (Hanum & Ultari, 2019).

Pengetahuan

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat
digunakan Wajib Pajak sebagai salah satu dasar utama untuk bertindak,
mengambil keputusan, dan mengambil arah ataupun strategi tertentu

sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.
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Menurut (Siat & Toly, 2013) faktor-faktor yang memepengaruhi kepatuhan

wajib pajak adalah:

1.

2.

Sikap

Sikap adalah karakteristik yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan
karakter, yang mana karakter itu sendiri adalah prinsip atau pedoman hidup
yang dimiliki oleh seseorang dan bersifat statis atau sulit untuk diubah. statis
atau sulit untuk diubah.

Norma Subyektif

Perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain menyetujui
atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan.
Apabila orang lain setuju dengan perilaku yang ditunjukkan oleh individu
tersebut, maka perilaku tersebut akan dilakukan secara terus menerus, karena
individu tersebut merasa bahwa perilaku yang dilakukan dapat diterima oleh
masyarakat.

Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral) dalam konteks
perpajakan adalah ukuran tingkat kontrol yang dimiliki seseorang yang
diklasifikasikan sebagai wajib pajak dalam menunjukkan perilaku tertentu,
seperti melaporkan jumlah pendapatan yang sebenarnya, melakukan
kecurangan dengan mengurangi biaya yang seharusnya tidak dikurangkan dari

pendapatan, dan perilaku lain yang menunjukkan ketidakpatuhan pajak.

4. Kewajiban Moral
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Kewajiban moral adalah salah satu faktor selain dari model TPB yang dapat
mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Kriteria wajib pajak patuh
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah
sebagai berikut:
1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk smua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda
pembayaran pajak
3) Kewajiban kepemilikan NPWP
4) Pembayaran pajak.
2.1.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak
Untuk menilai dan mengukur seorang wajib pajak terlihat patuh atau tidaknya
dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka diperlukan alat ukur yang disebur
dengan indikator. Apapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Rahayu & Lingga,
2019) yaitu sebagai berikut:
1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
Wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib pajak
mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan
tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam

melakukan hak dan kewajibannya (Harahap & Azhari, 2021).
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2. Kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau

kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Tunggakan pajak ialah pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh
tanggal tempo pengenaan denda.

Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan

Wajib pajak diharuskan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP
dengan batas waktu penyampaian untuk SPT masa paling lama 20 hari stelah akhir
masa pajak, sedagkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak
orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak. Wajib
pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak

menyampaikan SPT.

2.1.5 Pemeriksaan pajak

2.1.5.1 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut (Tanpubolon, 2016) kriteria pemeriksaan pajak terdiri dari 2 (dua),

yaitu:

l.

Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang dilakukan sehubung dengan
pemenuhan hak dan/atau peaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak atau

karena diwajibkan undang-undang KUP.
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2. Pemeriksaan khusus atau pemeriksaaan berdasarkan analisis resiko (risk based

audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang
berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi

menujukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.1.5.2 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut (Waluyo, 2012) jenis pemeriksaan pajak terbagi menjadi 2 (dua),

yaitu:

1.

Pemeriksaan kantor, merupakan pemeriksaan yang dilakukan dikantor Direktorat

Jendral Pajak.

2. Pemeriksaan laporan, ialah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan,

tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

2.1.5.3 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut (Wahda et al., 2018) adapun indikator pemeriksaan pajak, ialah

sebagai berikut:

1.

Jumlah pemeriksaan pajak merupakan jumlah aktivitas pemeriksaan pajak yang
dilakukan oleh fiskus.

Produk dari aktivitas pemeriksaan pajak adalah dengan diterbitkan SKP (Surat
Ketetapan Pajak).

Surat Ketetapan Pajak yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah
penerimaan pajak merupakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kuarang Bayar).
Semakin banyak jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, maka

penerimaan pajak akan semakin baik.



40

5. Wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak merupakan wajib pajak yang
memiliki indikasi lebih bayar.
Menurut (Prabowo et al., 2020) menyatakan bahwa indikator pemeriksaan pajak
adalah sebagai berikut:
1) Teknologi Informasi
2) Jumlah Sumber Daya Manusia
3) Kualitas Sumber Daya

4) Sarana dan Prasarana Pemeriksaan

2.1.6 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2.1.6.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan yang modern memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap penerimaan pajak di suatu negara. Dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi, sistem ini dirancang untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan
jumlah penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah.

Salah satu cara sistem administrasi perpajakan modern memberikan kontribusi
terhadap penerimaan pajak adalah melalui kemudahan akses dan penggunaan bagi
wajib pajak. Menurut (Ariesta & Latifah, 2017) dengan reformasi administrasi
perpajakan, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan
berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip good
governance yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil.

Reformasi administrasi perpajakan juga berkembang mengikuti kemajuan teknologi
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dengan pelayanan yang berbasis e-System seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment dan e-
Registration yang diharapkan dapat meningkatkan kontrol yang lebih efektif.
Meskipun sistem administrasi perpajakan modern telah diperkenalkan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak, masih terdapat kendala
dalam penerapannya, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai dan pelatihan
untuk petugas pajak. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi wajib pajak dalam
melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Menurut (Chaizi Nasucha, 2004) mendefinisikan bahwa sistem administrasi
perpajakan modern merupakan suatu penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang
telah memperbaiki atau meningkatkan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok,
maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Menurut Djazoeli Sadhanu (2005:60) dalam (Budiman Napitupulu Direktorat Jendral
Pajak, 2014) menyatakan bahwa Modernisasi administrasi perpajakan merupakan suatu proses
reformasi di bidang administrasi perpajakan yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek
teknologi informasi, yaitu perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), dan sumber
daya manusia (SDM) dengan tujuan untuk mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan
tercapainya produktivitas yang tinggi atas kinerja aparat perpajakan, sehingga diharapkan
dapat mengurangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut (Dianasari, 2012) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi
perpajakan ialah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makna dari program
modernisasi ini ialah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance), yaitu terselenggaranya sistem administrasi perpajakan yang transparan
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dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang handal dan
terbaru. Jadi, modernisasi yang dilakukan merupakan bentuk perkembangan jaman dan
juga sebagai langkah kemajuan teknologi informasi, serta modernisasi sistem
administrasi perpajakan juga merupakan upaya untuk mempermudah pelayanan bagi

wajib pajak dan petugas pajak.

2.2.6.2 Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Pemerintah juga memerlukan usaha dan strategi khusus untuk mencapai target
dari penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Pencapaian pada Agustus 2018 tidak
terlepas dari usaha Pemerintah dalam mencari potensi pajak yang ada, salah satunya
langkah pemerintah melalui DJP untuk melakukan reformasi di bidang perpajakan (tax
reform). Reformasi perpajakan yang dilakukan mencakup bidang kebijakan dan
administrasi perpajakan. Pada bidang administrasi perpajakan dilakukan reformasi
dengan menerapkan program modernisasi administrasi perpajakan.
Menurut (Kurnia, 2017) menyatakan sistem administrasi perpajakan modern
memiliki program jangka menengah direktorat jendral pajak, yaitu sebagai berikut:
1) Meningkatkan kepatuhan perpajakan
2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan

3) Meningkatkan produktivitas aparat perpajakan.

2.2.6.3 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan

Rahayu (2017:120) menyatakan bahwa yang termasuk indikator dari penerapan

sistem, yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
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1. Struktur Organisasi
Agar perubahan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta
dapat mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, maka penyesuaian struktur
organisasi DJP merupakan langkah yang penting dan strategis. Selain itu, struktur
organisasi juga harus mempunyai fleksibilitas yang cukup untuk beradaptasi
dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan bisnis
dan teknologi.

2. Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Dan
Informasi
Perbaikan proses bisnis yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Oleh
karena itu, perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting dalam program
modernisasi DJP yang diarahkan pada penerapan full automation dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan dengan full
automation akan tercipta proses bisnis yang efisien dan efektif karena administrasi
menjadi cepat, mudah, akurat, dan paperless, sehingga dapat meningkatkan
pelayanan kepada Wajib Pajak, baik dari sisi kualitas maupun waktu. Proses bisnis
dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara
pegawai DJP dengan Wajib Pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya
KKN. Selain itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya
sistem kontrol yang dibangun, karena siapa pun dapat mengawasi bergulirnya
proses administrasi melalui sistem yang ada.

3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia
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Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja
sebuah organisasi, tidak akan dapat berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya
manusia yang mumpuni dan berintegritas. Harus disadari bahwa yang perlu dan
harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen sumber daya manusia,
bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan
terbuka diyakini mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Diharapkan ke depan, DJP dengan sistem administrasi perpajakan yang modern
akan didukung oleh sistem sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan

kinerja.

. Pelaksanaan Good Governance

Elemen terakhir adalah penerapan tata kelola yang baik, yang sering kali dikaitkan
dengan integritas karyawan dan institusi. Sebuah organisasi dan sistemnya akan
berjalan dengan baik apabila terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu
pelaksanaan tugas dan pekerjaan, dan yang lebih penting lagi adalah konsistensi
pelaksanaan rambu-rambu tersebut. Dalam praktik organisasi, tata kelola yang baik
biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengendalian internal yang bertujuan untuk
meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, baik
yang dilakukan oleh karyawan maupun pihak lain, baik yang disengaja maupun

tidak.



2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahuluyang dapat dijadikan refrensi dalam

penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bandar
Lampung Satu)

No. Nama Judul Hasil

1. (Mareta, 2022) Analisis Pengaruh Hasil penelitian ini menyatakan
Kepatuhan Wajib Pajak, | bahwa: kepatuhan wajib pajak
Pelayanan Pajak, Dan berpengaruh positif terhadap
Sistem Administrasi penerimaan pajak, pelayanan
Perpajakan Modern pajak berpengaruh positif
Terhadap Penerimaan terhadap penerimaan pajak dan
Pajak (Studi Kasus Di sistem administrasi perpajakan

modern berpengaruh poditif
terhadap penerimaan pajak.

Modern dan Aplikasi E-
Tax Terhadap
Penerimaan Pajak pada
KPP Palembang Ilir
Timur

2. (Monica & Andi, | Pengaruh Kepatuhan Hasil penelitian ini menyatakan
2019) Wajib Pajak, bahwa: Kepatuhan Wajib Pajak
Pemeriksaan Pajak, Dan | berpengaruh postif secara
Pencairan Tunggakan signifikan terhadap penerimaan
Pajak Terhadap pajak badan, Pemeriksaan pajak
Penerimaan Pajak Badan | berpengaruh negatif secara
Pada Kantor Pelayanan | signifikan terhadap penerimaan
Pajak Pratama Serang pajak badan, dan Pencairan
Tahun 2012-2016 tunggakan pajak berpengaruh
positif secara signifikan
terhadap penerimaan pajak
badan.
3. (Darmawan et al., | Pengaruh Sistem Hasil Penelitian ini menyatakan
2023) Administrasi Perpajakan | bahwa: Sistem administrasi

perpajakan modern berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
penerimaan pajak, Aplikasi e-
tax berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penerimaan
pajak, dan Sistem administrasi
perpajakan modern dan aplikasi
e-tax berpengaruh terhadap
penerimaan pajak

4. (Natasya et al.,
2024)

Analisis Pengaruh
Pemeriksaan Pajak Dan

Penelitian ini menyatakan
bahwa: Pemeriksaan pajak




Penagihan Pajak memiliki dampak positif

Terhadap Penerimaan terhadap penerimaan pajak di

Pajak Pada KPP Medan | Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Petisa Medan Petisah, pemungutan
pajak juga memberikan
kontribusi positif terhadap
penerimaan pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Medan
Petisah, menunjukkan bahwa
pengenaan pajak yang efektif
dapat meningkatkan
penerimaan pajak.

5. (Teguh Pribadi, Pengaruh Kepatuhan Penelitian ini menyatakan
2019) Dan Kesadaran Wajib bahwa: kepatuhan dan

Pajak Orang Pribadi kesadaran wajib pajak secara

Terhadap Penerimaan Bersama-sama memiliki

Pajak Pada Kantor pengaruh terhadap penerimaan

Pelayanan Pajak pajak.

Pratama Kisaran

46

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan mengenai bagaimana teori yang
relevan berhubungan dengan variable yang akan diteliti, yaitu variable independent
ditandai dengan symbol (X) dan dependen dengan symbol (Y). Kerangka konseptual
yang dibentuk untuk menunjukkan hubungan atau efek dari masing-masing variable

dalam penelitian untuk menghasilkan hipotesis.

1. Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

Definisi kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah tunduk
atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan sikap wajib pajak terhadap peraturan
perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran ketaatan, tunduk dan

patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Peraturan perundang-undangan
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perpajakan yang mengatur tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” ialah
UU No. 6 Tahun 1983, sebagaiman telah diubah dengan UUNo. 28 Tahun 2007.
Undang-undang tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan™ dilandasi
falsafah Pancasila dan UUD 1945. No. 28 Tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak
dan kewajiban wajib pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta
sanksi perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang
dihasilkan oleh wajib pajak terkit dengan ketetapan waktu dalam membayar pajak.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam
pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara
(Simanjuntak & Mukhlis, 2013). Dalam hal ini wajib pajak hanya mendapatkan
himbauan untuk dapat membayar pajaknya dari pemerintah daerah, pemerintah daerah
juga telah berupaya membuat sebuah kebijakan dan aturan yang mensikronisasi
keperluan masyarakat (Saylah Maha & Zulia Hanum, 2021). Adapun penelitian
terdahulu yang dilakukan (Teguh Pribadi, 2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib
pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan, menurut (Azzahra
& Sofianty, 2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak
berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan landasan teori di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa
Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

HI : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
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2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh fiskus untuk
memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan ini bertujuan untuk memeriksa dan
mengevaluasi laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, serta memastikan
bahwa semua informasi yang disampaikan telah akurat dan lengkap, serta memastikan
bahwa semua informasi yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak juga bisa dilakukan secara acak atau berdasarkan kriteria
tertentu, seperti adanya perbedaan dalam laporan pajak, indikator risiko, atau laporan
dari pihak ketiga. Selama pemeriksaan, petugas pajak akan memeriksa dokumen-
dokumen yang relevan, catatan keuangan, dan bukti-bukti transaksi untuk memastikan
bahwa pajak yang terutang telah dihitung dan dibayarkan dengan benar. Menurut (Lim
& Indrawati, 2019) menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak termasuk instrumen utama
dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak self assessment. Dengan adanya
pemeriksaan pajak, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat
dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Jika tidak ada pemeriksaan pajak,
diperkirakan akan banyak wajib pajak yang tidak patuh, tidak melaporkan atau
melunasi pajak yang menjadi kewajibannya secara tidak jujur dan tidak benar.

Pemeriksaan pajak dalam melaksanakan tugas pengawasan perlu didukung oleh
berbagai faktor pendukung, salah satunya adalah menerapkan langkah-langkah
strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak oleh karena itu, pemeriksaan

pajak juga merupakan sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah
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satu cara untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya adalah fiskus atau petugas pajak melakukan kegiatan pemeriksaan pajak
terhadap wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku (Wahda et al., 2018). Adapun penelitian yang dilakukan
(Prabowo et al., 2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif
sedangkan menurut (Siti Syafira, 2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak
berpengaruh terhadap penerimaan pajak
Berdasar landasan teori diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa
Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak.
H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
3. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Penerimaan
Pajak
Sistem administrasi perpajakan modern merupakan sistem administrasi
perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau peningkatan kinerja, baik secara
individu, kelompok, maupun kelembagaan. Sistem ini merupakan bagian dari
reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan menyeluruh di
bidang hukum, kebijakan, dan pengawasan perpajakan.

Menurut Djazoeli Sadhanu (2005:60) dalam (Budiman Napitupulu Direktorat Jendral
Pajak, 2014) menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan merupakan suatu proses
reformasi di bidang administrasi perpajakan yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek
teknologi informasi, yaitu perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), dan sumber

daya manusia (SDM) dengan tujuan untuk mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan
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tercapainya produktivitas yang tinggi atas kinerja aparat perpajakan, sehingga diharapkan
dapat mengurangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut (Dianasari, 2012) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi
perpajakan ialah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makna dari program
modernisasi ini ialah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), yaitu terselenggaranya sistem administrasi perpajakan yang transparan
dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang handal dan
terbaru. Jadi, modernisasi yang dilakukan merupakan bentuk perkembangan jaman dan
juga sebagai langkah kemajuan teknologi informasi, serta modernisasi sistem
administrasi perpajakan juga merupakan upaya untuk mempermudah pelayanan bagi
wajib pajak dan petugas pajak. Adapun penelitian yang dilakukan (Darmawan et al.,
2023) menyatakan bahwa Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif
dan signifikan terhadap penerimaan pajak dan penelitian yang dilakukan (Mareta,
2022) juga menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh
positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan landasan teori diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Sistem
Administrasi Perpajakan Modern Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

H3 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berpengaruh Terhadap

Penerimaan Pajak.
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Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan Pajak

Penerimaan Pajak

Sistem Administrasi
Perpajakan Modern

Gambar 2 1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan dugaan, Kesimpulan atau jawaban sementara terhadap
permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah (sugiyono, 2009).
Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh)
pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

2. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh)
pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

3. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap penerimaan pajak

penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah mengunakan
penelitian asosiatif. Menurut Juliandi, dkk (2014) penelitian asosiatif merupakan
penelitian korelasional dengan menggunakan dua atau lebih variable guna mengetahui
hubungan atau pengaruh antara variable satu dengan variable lainnya. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuntitatif merupakan metode untuk
menguji teori-teori atau hipotesis dengan cara meneliti hubungan antara variable satu
dengan variable lainnya.

Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan oleh
populasi atau sampel tertentu, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan
menggunakan beberapa instrument penelitian, serta analisis data yang bersifat
kuantitatif atau statistic, bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan
(Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori dan menunjukkan
pengaruh antara Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sistem Administrasi
Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang
Pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Varibel merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk

mendeteksi variable-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian dan untuk
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memudahkan pemahaman dalam penelitian. Dalam penelitian ini variable yang
digunakan terdiri atas tiga variable independent (X) dan satu variable dependen (Y).
bagian dari variable (X) adalah Persepsi Wajib Pajak, Reformasi Administrasi
Perpajakan dan Kinerja pelayanan. Sedangkan untuk variable (Y) yaitu Kesadaran

Wajib Pajak. Definisi operasional variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:
Tabel 3 1
Defenisi Operasional Variabel
No. Variable Definisi Operasional Indikator Skala
Pengukuran
1. Penerimaan Penerimaan pajak adalah | 1. Jumlah penerima Ordinal
Pajak (Y) salah satu sumber dana yang pajak
dapat diperoleh secara terus 2. Penambahan jumlah
menerus dan dapat
o . pakal
dioptimalkan sesuai dengan .
kebutuhan pemerintah dan 3. Traqsparan51
Masyarakat, penerimaan ini 4. Kerj asama ﬁskus
merupakan pendapatan dan wajib pajak
pemerintah yang berasal dari | Menurut (Fina Budiarti,
pajak yang dibayarkan oleh | 2022)
masyarakat.
2. Kepatuhan Kepatuhan pajak merupakan | 1. Kepatuhan untuk Ordinal
wajib pajak | tindakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri
(X1) memenuhi kewajiban sesuai | 2. Kepatuhan dalam
dengan  peraturan  yang menghitung dan
berlaku. Diharapkan wajib E)emtbayaran pajak
. : erutan
pajak  membayar - pajak 3. Kepatu%lan dalam
secara  sukarela  untuk
o pembayaran tunggakan
kontribusi pembangunan. 4. Kepatuhan untuk
menyetor kembali surat
pemberitahuan
Menurut (Diana Utami,
2021)
3. Pemeriksaan | Pemeriksaan pajak adalah 1. Pemriksaan mendorong Ordinal
Pajak (X2) kegiatan mengumpulkan dan wajib pajak menghitung
mengolah data untuk besar pajaknya dengan
menguji kepatuhan pajak. benar
Ini juga mengawasi 2. Pemgriksaan pajak dapat
pelaksanaan sistem Self me.r?mgk.atkan kepatuhan
Assessment oleh Wajib wajib pa) ak
. . 3. Pemeriksaan mendorong
Pajak sesuai Undang- . .
wajib pajak
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Undang. Tujuannya adalah
meningkatkan kepatuhan
dan penerimaan pajak.

menyampaikan SPT
tepat waktu

Apabila ada wajib pajak
yang terlambat
menyampaikan SPT,
maka harus dilakukan
pemeriksaan

Menurut (Atarwaman, 2020)

4. Sistem Sistem Administrasi
Administrasi | Perpajakan Modern
Perpajakan meningkatkan kinerja

Modren (X3) | administrasi dengan cara
yang efisien, ekonomis, dan
cepat. Proses reformasi ini
meliputi teknologi
informasi, perangkat lunak,
perangkat keras, dan sumber
daya manusia.

1.
2.

4.

Struktur organisasi
Penyempurnaan proses
bisnis melalui
pemanfaatan teknologi
komunikasi dan
informasi
Penyempurnan
manajemen sumber daya
manusia (SDM)
Pelaksanaan good
governance

Menurut Rahayu (2017:120)

Ordinal

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Timur dengan Alamat di Jalan

Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. I dan Lt. IV, JI. Suka Mulia No.17A, AU R,

Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Juni 2025.

Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2

Jadwal Rencana Penelitian

No Januari Februari

Maret April Mei

Juni

Aktivitas 2024 2024

2025 2025 2025

2025

Penelitian

34

1 [Riset awal/pengajuan
judul

Penyusunan Proposal

Pengumpulan data

Seminar Proposal

Perbaikan/Acc proposal

Pengolahan Data

IPenyusunan tugas akhir

(o<} IEN ] oY IV, R -NY JUVY |} S}

Sidang Tugas akhir
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2017) populasi merupakan wilayah generalisasi yang
terdiri dari subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dibuat kesimpulan. Dalam hal
ini, populasi dapat merajuk pada individu, objek, atau entitas alam lainnya. Populasi
mencakup seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek, bukan
sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek tersebut. Populasi dalam penelitian ini
ialah para wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh Pasal 21 di KPP Pratama
Medan Timur tahunn 2024 yang terdaftar yaitu sebanyak 118.995.

2. Sampel

Menurut Sugiono, (2018:81) sampel merupakan bagian dari populasi yang
menjadi sumber data dalam penelitian, Dimana populasi merupakan bagian dari jumlah
karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, Teknik pengambilan
sampel yang digunakan penelitan yaitu menggunakan Teknik pengambilan sampel
purosive sampling, yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria
tertentu (Sugiyono, 2017). Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan
sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Metode

yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan rumus slovin:

N

n= 1+ Ne?
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Keterangan:
n = Ukuran Sampel
N = Ukuran Populasi
e? = Persentase kelonggaran kesalahan ketidak telitian karena kesalahan pengambilan
sampel yang masih dapat ditolerin atau diinginkan
Berdasarkan rumus yang ada, berikut perhitungan sampel yang akan digunakan

dalam penelitian ini dengan jumlah populasi sebanyak 118.995 dan e = 10% yaitu:

B 118.995
"= 14118995 (0,1)2

~ 118.995
"= 14118995 (0,01)

118995

"= 15119095
118995

"= 119095

n = 99,91 dibulatkan menjadi 100 responden

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sampel adalah 100
responden dan sampel yang diteliti adalah para wajib pajak orang pribadi yang
melaporkan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Timur tahunn 2024.

Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa
pertimbangan, yaitu responden yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang
terdaftar di KPP Pratama Medan Timur tahun 2024 dengan jenjang Pendidikan minimal

SMA atau S1, wajib pajak dengan status pekerjaan formal (karyawan tetap) dan
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administrasi perpajakan dengan sistem pelaporan pajak menggunakan system
administrasisi modern (E-filing, e-billing, dan e-registration) Selain itu, responden
juga harus bersedia untuk berpatisipasi dalam penelitian dan memahami mengenai

perpajakan terkhususnya PPh Pasal 21.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang bersumber dari
data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah
terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden dalam
penelitian. Teknik pengumpulan yang dilakukan dengan menyebarkan daftar
pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau di jawab oleh responden. Dalam penelitian
ini, para wajib pajak orang pribadi sebagai responden penelitian. Sumber data dalam
penelitian ini adalah skor indikator variable yang diperoleh dari pengisian kuesioner
yang telah dibagikan kepada para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan
Timur.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal.
Skala ordinal menurut Sugiyono (2017) adalah skala pengukuran yang tidak hanya
menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct yang diukur dengan
tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada suatu data. Berdasarkan
penjelasan diatas, skala ordinal digunakan dengan tujuan untuk memberikan informasi.
Dari segi kategorisasi data dibuat berdasarkan karakteristik khusus. Dalam penelitian
ini, peneliti memberikan lima alternatif jawaban kepada responden dengan

menggunakan skala 1 sampai dengan 5 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3 3
Kriteria Skala Ordinal
Uraian Skor
Sangat Baik (SB) 5
Baik (B) 4
Cukup Baik (CB) 3
Kurag Baik (KB) 2
Tidak Baik (TB) 1

Sumber: sugiyono (2014)

3.6 Pengujian instrument

Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, perlu dilakukan uji coba agar
data yang dianalisis memiliki tingkat akurasi dan kepercayaan yang tinggi. Oleh karena
itu, perlu dilakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas
dengan meggunakan software SmartPLS 4.
1. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur tepat atau tidsknya suatu kuesioner.
Kuesioner dapat dikatakan wvalid jika pertanyaan pada kuesioner mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas adalah
Tingkat ketetapan anta data yang mungkin dilaporkan oleh peneliti dan data yang
terjadi pada diobjek penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner
tersebut (Ghozali, 2011). Uji valitas ini dapat dilakukan dengan menggukan korelasi
antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variable. Setelah itu
tentukan hipotesis HO: skor butir pertanyaan tidak berkorelasi dengan total skor
konstruk dan Ha: skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor

konstruk. Setelah menentukan hipotesis HO dan Ha, kemudian uji signifikan dengan
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membandingkan nilai r hitung (tabel corrected item-total correlation) dengan r tabel
(tabel product moment dengan signifikan 0,05) untuk degree offreedom (df) = n-k
(Ghozali, 2011).
Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut:
Jika r hitung > r tabel makan pertanyaan tersebut valid.
Jika r hitung < tabel makan pertanyaan tersebut tidak valid.

Kriteria lain dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai
berikut: jika korelasi positif dan r > 0,3 maka butir instrument tersebut dinyatakan
valid. Jika butir pertanyaan tidak valid maka tidak diikut sertakan dalam uji hipotesis.
Dalam pengujian kualitas data responden, apakah data dapat digunakan untuk analisis
selanjutnya. Maka dilakukan tahapan pengujian data dengan menggunakan uji validitas
sebagai ukuran untuk menguji sejauh mana ketetpan atau kebenaran suatu instrument
sebagai alat ukur variable penelitian (Juliandi, dkk., 2015:76).

Untuk memperoleh instrument dengan butir pernyataan yang benar-benar valid,
dilakukan uji coba terbatas 30 responden yang bukan merupakan bagian dari sampel
utama. Uji cob aini bertujuan sebagai dasar dalam mengukur Tingkat validitas setiap
item pernyataan. Hasil analisis data dari uji validitas terbatas untuk masing-masing
variable disajikan sebagai berikut.

a. Uji validitas Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

Tabel 3. 4 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item pernyataan Corrected Item - Total r - Kritis Keterangan
Correlation
Item 1 0.913 0.30 Valid
Item 2 0.924 0.30 Valid
Item 3 0.879 0.30 Valid




Item 4 0.940 0.30 Valid
Item 5 0.925 0.30 Valid
Item 6 0.925 0.30 Valid

Sumber : Data diolah, 2025
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Tabel 3.4 menunjukkan bahwa butir pernyataan terkait variable model

Kepatuhan Wajib Pajak yang diuji coba secara terbatas kepada 30 responden dari 6

item pernyataan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan

dinyatakan valid. Dengan demikian, keenam pernyataan tersebut akan digunakan

dalam penyebaran angket secara menyeluruh.

b. Uji Validitas Pemeriksaan Pajak (X2)

Tabel 3.5 Uji Validitas Pemeriksaan Pajak

Item pernyataan Corrected Item - Total r - Kritis Keterangan
Correlation
Item 1 0.926 0.30 Valid
Item 2 0.896 0.30 Valid
Item 3 0.933 0.30 Valid
Item 4 0.925 0.30 Valid
Item 5 0.903 0.30 Valid
Item 6 0.868 0.30 Valid
Item 7 0.905 0.30 Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa butir pernyataan terkait variable model

Kepatuhan Wajib Pajak yang diuji coba secara terbatas kepada 30 responden dari 7

item pernyataan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan

dinyatakan valid. Dengan demikian, keenam pernyataan tersebut akan digunakan

dalam penyebaran angket secara menyeluruh.



c. Uji Validitas Sistem administrasi perpajakan modern (X3)

Tabel 3.6 Uji Validitas Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Item pernyataan Corrected Item - Total r - Kritis Keterangan
Correlation
Item 1 0.792 0.30 Valid
Item 2 0.930 0.30 Valid
Item 3 0.851 0.30 Valid
Item 4 0.865 0.30 Valid
Item 5 0.845 0.30 Valid
Item 6 0.912 0.30 Valid

Sumber : Data diolah, 2025
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Tabel 3.6 menunjukkan bahwa butir pernyataan terkait variable model

Kepatuhan Wajib Pajak yang diuji coba secara terbatas kepada 30 responden dari 6

item pernyataan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan

dinyatakan valid. Dengan demikian, keenam pernyataan tersebut akan digunakan

dalam penyebaran angket secara menyeluruh.

d. Uji Validitas Penerimaan Pajak (Y)

Tabel 3.7 Uji Validitas Penerimaan Pajak

Item pernyataan Corrected Item - Total r - Kritis Keterangan
Correlation
Item 1 0.741 0.30 Valid
Item 2 0.806 0.30 Valid
Item 3 0.795 0.30 Valid
Item 4 0.907 0.30 Valid
Item 5 0.878 0.30 Valid
Item 6 0.771 0.30 Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa butir pernyataan terkait variable model Kepatuhan

Wajib Pajak yang diuji coba secara terbatas kepada 30 responden dari 6 item

pernyataan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan

valid. Dengan demikian, keenam pernyataan tersebut akan digunakan dalam

penyebaran angket secara menyeluruh.
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2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah instrument untuk mengetahui apakah data yang
dihasilkan dapat diandalkan atau bersifat tangguh. Tingkat keandalan suatu instrument
disebut sebagai reliabilitas. Jika datanya benar, maka instrument tersebut akan
menghasilkan yang sama terlepas dari berapa kali data tersebut dikumpulkan.

Dalam PLS-SEM menggunakan SmartPLS 4.0, reliabilitas suatu konstruk
dengan indikator refleksi dapat diukur melalui perhitungan nilai composite reability.
Pada umumnya reability melebihi 0,7 untuk penelitian yang bersifat konfirmatori.
Sementara itu, untuk penelitian eksploratori, nilai composite reability dalam rentang

0,6 hingga 0,7 masih dapat diterima (Ghozali & Latan 2015:75).

Tabel 3. 8 Uji Reabilitas Instrumen Penelitian

Variable Composite Reability | Ketentuan Nilai r Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak 0.970 Reliabel
Pemeriksaan Pajak 0.970 Reliabel
Sistem Administrasi 0.948 0.60 Reliabel
Perpajakan Modern
Penerimaan Pajak 0.924 Reliabel

Sumber: Hasil Pengolah Data, 2025

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa Tingkat reabilitas masing-masing variable
memiliki nilai Cronbach’s Alpha yang bervariaso. Nilai Cronbach’s Alpha untuk
menentukan variable Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah 0,970, untuk variable
Pemeriksaan Pajak (X2) sebesar 0,970, untuk variable sistem administrasi perpajakan
modern (X3) sebesar 0,948 dan untuk variable penerimaan (Y) sebesar 0,924.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh variable dalam penelitian
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ini tergolong reliabel, karena nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6. Namun, reliabilitas
instrument penelitian tidak didukung oleh validitas item pernyataan. Oleh karena itu,
nilai reliabilitas dapat mengalami perubhan ketika dilakukan pengujian validitas
kembali, terutama setelah item pernyataan yang tidak valid dihapus atau tidak diikut

sertakan dalam analisis lanjutan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
deskriptif. Metode analisis data deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan,
mendetugas akhirkan, dan menganalisis objek yang diteliti, serta membandingkannya
dengan konsep-konsep yang relevan. Pendekatan ini berupaya mendefinisikan masalah
secara sistematis dan tepat, dengan fokus pada fakta-fakta yang ada pada objek
penelitian. Analisis data untuk penelitian ini menggunakan software smart PLS versi
4.1.0.2. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan suatu proses dalam analisis data yang bertujuan
untuk mendetugas akhirkan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa
melakukan generalisasi terhadap poulasi yang lebih bagus (Sugiyono, 2013:206).
Dengan demikian, statistik deskriptif berperan dalam menjelaskan kondisi, fenomena,
atau permasalahan berdasarkan data yang tersedia. Jika terdapat Kesimpulan yang
ditarik dalam statistic deskriptif, maka dapat disimpulkan bahwa hanya berlaku untuk

data yang dianalisis tanpa dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan populasi.
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2. Analisis SEM (Structural Equation Modeling)

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan
software SmartPLS.4 yang dijalankan dengan media computer. PLS (partial least
square) merupakan analisis persamaan struktual (SEM) berbasis varian yang secara
silmutan dapat dilakukan pengujuan model pengukuran sekaligus pengujian model
struktual. Model pengukuran digunakan untuk uji validasi dan reabilitas, sedangkan
model struktual digunakan untuk uji kualitas (pengujian hipotesis dengan model
prediksi). Menurut Ghozali (2015) menjelaskan bahwa PLS merupakan metode
analisis yang bersifat soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan
pengukuran skal tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100
sampel).

Selain itu, SEM mampu menguji penelitian yang kompleks dan banyak variabel
secara simultan. SEM dapat menyelesaikan analisis dengan satu estimasi di mana yang
lain diselesaikan dengan beberapa persamaan regresi. SEM dapat melakukan analisis
faktor, regresi dan jalur secara bersamaan. Setelah dilakukan uji coba terbatas melalui
uji validitas dan reliabilitas, terdapat indikator-indikator item pertanyaan yang dibuang,
atau tidak diikutsertakan. indikator-indikator item pertanyaan yang dibuang, atau tidak
diikutsertakan dalam analisis lebih lanjut. Kemudian dilakukan pengujian model
struktural dalam PLS dengan bantuan software Smart PLS ver.4 for Windows.

2. Model Pengukuran (Outer Model)

Outer Model menganalisis hubungan antara konstruk (variabel laten) dengan

indikator. Convergent validity dari model pengukuran dengan model refleksi indikator

dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan contruct score
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yang dihitung dengan PLS. untuk refleksi dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari
0.70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun, untuk penelitian tahap awal
pengembangan skala, nilai loading sebesar 0.5 sampai 0.60 dianggap cukup.
a. Convergent Validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai
berdasarkan korelasi antara item score/component score yang dihitung menggunakan
PLS. ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70%
dengan konstruk yang diukur. Namun, menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2015)
untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5
sampai 0,6 dianggap cukup memadai.
b. Discriminant validity

Discriminant validity dari model pengukuran ini dengan refleksi indikator
dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika nilai AVE setiap
konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya
dalam model, maka dapat dikatakan memiliki nilaidiscriminant validity yang baik
ghozali (2015). Berikut ini rumus menghitung AVE:

Zhi?

AVE= T2+ ZIV (g)
Dimana A adalah component loading ke indikator ke var ([Ji) = 1 - A. Jika
semua indikator di standardized, maka ukuran ini sama dengan Average Communalities

dalam blok. Ghozali (2015) menyatakan bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk

mengukur realiabilitas component score variable laten dan hasilnya lebih konservatif
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disbandingkan dengan composite reliability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih
besar dari nilai 0,50.
c¢. Composite Reliability

Composite Reliability adalah indikator yang mengukur suatu konstruk yang
dapat dilihat pada view latent variable coefucient. Nilai CR 0,60-0,70 masih diterima
(Ghozali, 2021).

d. Cronbach Alpha

Cronbach Alpha adalah uji reliabilitas yang dilakukan sebagai hasil dari
reliabilitas komposit. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel jika memiliki nilai
Cronbach Alpha > 0,7. Nilai Cronbach's Alpha yang dihasilkan harus lebih besar dari
0,7 untuk dapat dikatakan memenuhi standar reliabilitas. Jika nilai Cronbach's Alpha
kurang dari 0,7, maka perlu dilakukan penghapusan item yang tidak relevan atau
penyaringan ulang untuk memastikan reliabilitas data yang lebih baik (Ketchen, 2013).
e. Model Struktual (inner Model)

Evaluasi model struktual bertujuan untuk memprediksi hubungan antara
variable laten berdasarkan pada teori subtantif model structural dievaluasi dengan
menggunakan R-square untuk konstruk dependen. Inner model atau smodel structural
merupakan bagian dari pengujian yang digunakan hipotesis yang digunakam dalam
menguji variable laten eksogen (independent) terhadap variable laten eksogen
(dependen) apah mepunyai pengaruh substantive. Analisis model struktual ini akan
menganalisis hubungan antara variable bebas dan variable terikat serta hubungan

diantaranya (juliandi, dkk., 2014).
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1. R-square
R-square merupakan ukuran proporsi variasi nilai variable yang dipengaruhi yang
dapat dijelaskan oleh variable yang mempengaruhinya. Hal ini berguna untuk
memprediksi apakah model tersebut bik/buruknya (juliandi, 2014). Kriteria dalam
penilaian R-square adalah sebagai berikut:
a) Jika nilai R-square = 0,75 maka model adalah kuat
b) Jika nilai R-square = 0,50 maka model adalah sedang
c¢) Jika nilai R-square = 0,25 maka model adalah lemah

Berikut ini adalah model structural yang dibentuk dari perumusan masalah:

X2_PEMERIKSAAN PASAn
0908

X3_SISTEM ADMINISTRASI PERPAJlg o721 W) DERN

Gambar 3.1 Model Struktural PLS Penelitian

Keterangan:
Kepatuhan Wajib Pajak : X1
Pemeriksaan Pajak 1 X2

Sistem Administrasi Perpajakan Modern : X3

Penerimaan Pajak 'Y
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3.8 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis berperan dalam menjawab rumusan masalah penelitian serta
mengonfirmasi kebenaran hipotesis yang diajukan. Untuk membuktikan validitas
pengujian hipotesis, dilakukan analisis statistik terhadap output penelitian
menggunakan metode bootstrapping. Analisis bootstrapping bertujuan untuk
mengevaluasi sejauh mana variabel independen memengaruhi variasi dalam variabel
dependen.

Dalam analisis ini, statistik uji yang digunakan meliputi nilai probabilitas atau
signifikansi (P-Value) serta nilai t-statistik atau uji t. P-Value merepresentasikan
probabilitas dari statistik uji yang diamati, sementara t-statistik digunakan untuk
menguji signifikansi hubungan dalam jalur yang telah dihipotesiskan. Alat uji yang
digunakan dalam analisis ini bertujuan untuk memastikan keabsahan hasil penelitian
secara statistik.

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat t-statistik dan nilai p-
value. Variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variable dependen

apabilah t-statistik>1,99 dan p-value<0,05 (Dahrani et al., 2022).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi kuesioner Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang
dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang
pribadi yang melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Timur tahun 2024. Jumlah
populasi adalah 118.995 jiwa. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan
Teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sampel
pada penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak orang pribadi yang
melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Timur. Rincian mengenai distribusi dan

pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan Jumlah | Persentase (%)
Kuesioner yang disebar 100 100%
Kuesioner yang kembali 100 100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Dalam penelitian ini, penulis mengelola data kuesioner dalam bentuk data yang
mencakup 6 pernyataan untuk variable Kepatuhan Wajib Pajak (X1), 7 pernyataan
untuk variable Pemeriksaan Pajak (X2), 6 pernyataan untuk variable sistem
administrasi perpajakan modern (X3) dan 6 pernyataan untuk variable penerimaan

pajak (Y). Kuesioner tersebut disebarkan kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang

69
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melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Timur sebagai reponden dalam penelitian
ini. Penelitian ini menggunakan skala ordinal dalam bentuk tabel ceklis.
4.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh 21 di

KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel

dibawah ini, yaitu:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)
Laki-laki 57 60%
Perempuan 43 40%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
didominasikan oleh laki-laki yaitu 57 orang atau 60% dan untuk responden Perempuan

sebanyak 43 orang atau 40%.

b. Berdasarkan usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia Frekuensi Persentase (%)
<25 Tahun 17 17%
25 — 30 Tahun 29 29%
31 — 36 Tahun 33 33%
>36 Tahun 21 21%
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Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik
responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut: berusia < 25 tahun sebanyak 17
orang dengan persentase 17%, responden yang berusia 25-30 tahun sebanyak 29 orang
dengan persentase 29%, responden yang berusia 31-36 tahun sebanyak 33 orang

dengan persentase 33% dan > 36 tahun sebanyak 21 orang dengan persentase 21%.
¢. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
D3 24 24%
S1 44 44%
S2 16 16%
S3 12 12%
SMA/SMK 4 4%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden
berdasarkan Pendidikan terakhir adalah sebagai berikut: D3 sebanyak 24 orang dengan
persentase 24%, S1 sebanyak 44 orang dengan persentase 44%, S2 sebanyak 16 orang
dengan persentase 16%, S3 sebanyak 12 orang dengan persentasae 12%, dan

SMA/SMK (pendidikan lainnya) sebanyak 4 orang dengan persentase 4%.

d. Karakteristik responden berdasarkan penggunaan e-filing
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Karakteristik responden berdasarkan penggunaan E-filing dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Karakteristik responden berdasarkan penggunaan e-filing

Penggunaan E-filing Frekuensi Persentase (%)
Selalu menggunakan 43 43%
Kadang-kadang menggunakan 19 19%
Tidak pernah menggunakan 38 38%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik
responden berdasarkan penggunaan e-filing sebagai berikut: selalu menggunakan
sebanyak 43 orang dengan persentase 43%, kadang-kadang menggunakan sebanyak 19
orang dengan persentase 19% dan tidak pernah menggunakan sebanyak 38 orang

dengan persentase 38%.

4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian

A. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, variable Kepatuhan Wajib Pajak di ukur dengan 4
indikator yaitu: Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, Kepatuhan dalam menghitung dan
pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, dan
kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan. Masing-masing pernyataan
dari indikator dinilai melalui 5 skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari

variable Kepatuhan Wajib Pajak yang dirangkum pada tabel berikut:
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Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak
Rata
No | Pernyataan TB KB CB B SB " | Kriteria
Rata
Skor
Saya sudah F 7 1 25 38 29 | 100
melaporkan
1 | dirisebagai | % |8.75% | 1.25% | 31.25% | 47.50% | 36.25% 3.8 C]gfl[ép
wajib pajak
orang pribadi | gkor | 7 2 75 152 145 | 381
Sumber utama | F 5 6 23 35 31 | 100
penerimaan
2 | negarayaitu | % |5.00% | 6.00% | 23.00% | 35.00% | 31.00% 3.8 C]gfl[ép
berasal dari
pajak Skor | 5 12 69 140 155 | 381
Sayasudah | F 5 5 25 30 35 | 100
melakukan
3 | perhitungan | % | 5.00% | 5.00% | 25.00% | 30.00% | 35.00% 3.9 Cgﬁip
pajak terutang
dengan benar | gkor | 5 10 75 120 175 | 385
Sayasudah | F 5 5 25 30 35 | 100
melakukan
4 | pelaporan SPT | % | 5.00% | 5.00% | 25.00% | 30.00% | 35.00% 3.9 Cgﬁip
dengan tepat
waktu Skor | 5 10 75 120 175 | 385
Saya sudah F 5 4 18 38 35 100
melakukan
5 | pembayaran o )5 6004 0094 | 18.00% | 38.00% | 35.00% 39 | CUKUP
pajak sesuai BAIK
dengan yang
terutang Skor 5 8 54 152 175 394
Saya F 5 2 16 31 46 | 100
melakukan
6 pembayaran % 5.00% | 2.00% | 16.00% | 31.00% | 46.00% 4.1 BAIK
pajak dengan
tepat waktu | gkor | 5 4 48 124 230 | 411
TOTAL RATA-RAT 23.4
3.9

RATA-RATA SKOR KESELURUHAN

Sumber : Data diolah, 2025
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden

sebesar 3,9 hal ini berada dikategori cukup baik dan dari 6 item pernyataan terdapat 1

skor tertinggi. Yaitu, wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Dengan jumlah responden menjawab sangat baik sebanyak 46 responden, baik

sebanyak 31 responden, cukup baik sebanyak 16 responsen, kurang baik sebanyak 2

responden dan tidak baik sebanyak 5 responden.

B. Pemeriksaan Pajak

Dalam penelitian ini, variable Pemeriksaan Pajak di ukur dengan 4 indikator

yaitu: Teknologi informasi, Jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya, serta

sarana dan prasarana pemeriksaan. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai

melalui 5 skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variable Pemeriksaan

Pajak yang dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Pemeriksaan

Pajak
Pemeriksaan Pajak
Rata
No Pernyataan TB KB CB B SB | Kiiteria
Rata
Skor
Pemeriksaan pajak F 0 1 27 41 31 100
dilakukan untuk
menguji kepatuhan % | 0.00% | 1.25% | 33.75% | 51.25% | 38.75%
kewajiban
| perpajakan dala.m 40 BAIK
rangka memberikan
kepastian hukum, Skor | 0 2 81 164 155 | 402
keadilan dan
pembinaan kepada
WP
i i F 0 5 23 37 35 100
) P-emerlksaan rutin 40 BAIK
dilaksanakan dalam % | 0.00% | 5.00% | 23.00% | 37.00% | 35.00%




hal WP orang

pribadi/badan
menyampaikan SPT
Lebih Bayar, SPT
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Tahunan PPh rugi
Tidak Lebih Bayar, | Skor 0 10 69 148 175 | 402
dan SPT Tahunan
PPh akibat adanya
perubahan tahun
buku
Pemeriksaan khusus F 0 3 22 40 35 100
dilakukan apabila
adanya dugaan % | 0.00% | 3.00% | 22.00% | 40.00% | 35.00%
4.1 BAIK
melakukan tindakan
pidana dibidang Skor | 0 6 66 160 175 | 407
perpajakan
Pemeriksaan F 0 4 23 31 42 100
lapangan ketempat
WP akan diperiksa % | 0.00% | 4.00% | 23.00% | 31.00% | 42.00%
4.1 BAIK
dengan
menyampaika Surat | gkor | 0 8 69 124 210 | 411
Pemberitahuan
F 3 1 22 46 28 100
Menjelaskan
maksud den tujuan % | 3.00% | 1.00% | 22.00% | 46.00% | 28.00% 4.0 BAIK
pemeriksaan
Skor 3 2 66 184 140 395
Pemeriksaan pajak F 2 0 20 42 36 100
meminta keterangan
baik lisan maupun % | 2.00% | 0.00% | 20.00% | 42.00% | 36.00% 4.1 BAIK
tulisan kepada WP
yang akan diperiksa Skor 2 0 60 168 180 | 410
Petugas pemeriksa F 0 14 11 40 35 100
harus melengkapi
dengan surat % | 0.00% | 14.00% | 11.00% | 40.00% | 35.00%
pemeriksaan pajak
4, BAIK
(SP3) dan harus 0
memperlihatkan Skor | 0 28 33 160 175 | 39
kepada Wajib Pajak
yang diperiksa
TOTAL RATA-RAT 24.2
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN 4.0

Sumber : Data diolah, 2025
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban

responden sebesar 4,0 hal ini berada dikategori cukup baik dan dari 7 item pernyataan

terdapat 1 skor tertinggi. Yaitu, Pemeriksaan lapangan ketempat WP akan diperiksa

dengan menyampaika Surat Pemberitahuan. Dengan jumlah responden menjawab

sangat baik sebanyak 42 responden, baik sebanyak 31 responden, cukup baik sebanyak

23 responsen, kurang baik sebanyak 4 responden.

C. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Dalam penelitian ini, variable sistem administrasi perpajakan modern di ukur

dengan 4 indikator yaitu: struktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui

pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen sumber

daya manusia dan pelaksanaa good governance. Masing-masing pernyataan dari

indikator dinilai melalui 5 skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variable

Pemeriksaan Pajak yang dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Rata
No Pernyataan TB KB CB B SB X Kriteria
Rata
Skor
Struktur organisasi F 0 5 38 33 24 100
pada KPP modern
yang telah berubah
menjadi 0 0 ) 0 0 0
| berdasarkan fungsi % | 0.00% | 6.25% | 47.50% | 41.25% | 30.00% . CUKUP
memudahkan jalur ’ BAIK
penyelesaian
pelayanan dan
pemeriksaan Wa_]lb Skor 0 10 114 132 120 376
pajak
2 F 2 4 29 40 25 100 | 3.8
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Adanya Account
Representative
benar-benar
melakukan % | 2.50% | 5.00% | 36.25% | 50.00% | 31.25%
fungsingya
sebagaimana CUKUP
mestinya, yaitu BAIK
membimbing wajib
pajak dalam
melaksanakan
kewajiban
perpajakannya Skor 2 8 87 160 125 382

Kemudahan F 0 5 25 40 30 100
pelaynan dengan
adanya Account
Representative % | 0.00% | 6.25% | 31.25% | 50.00% | 37.50%
yang melayani dan

3 | memberikan 4.0 BAIK
konsultasi kepada
wajb pajak
mengenai
kewajiban
perpajakannya Skor 0 10 75 160 150 395

System administrasi F 0 4 29 39 28 100
modern
(digitalisasi. e-SPT,

Eﬁgfi)e;‘;fah % | 0.00% | 5.00% | 36.25% | 48.75% | 35.00%

4 dimanfaatkan demi 3.9 BAIK

kemudahan
pemenuhan
kewajiban

perpajakan. Skor 0 8 87 156 140 391

F 0 1 23 40 36 100

System pelaporan
pajak secara

5 | clektronik dapat % | 0.00% | 1.25% | 28.75% | 50.00% | 45.00% 4.1 | BAIK
memberikan
kemudahan bagi
Wajib Pajak.
Skor 0 2 69 160 180 411
Complain Center F % 3 26 34 35 100
memberikan
kemudahan bagi
6 | Wajib Pajak apabila % 2.50% | 3.75% | 32.50% | 42.50% | 43.75% 4.0 BAIK
ada keberatan dan
keluhan tentang
pajak Skor | 2 6 78 136 175 | 397
TOTAL RATA-RAT 79
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN 4.0

Sumber : Data diolah, 2025
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden
sebesar 4,0 hal ini berada dikategori Baik dan dari 6 item pernyataan terdapat 1 skor
tertinggi. Yaitu, System pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan
kemudahan bagi Wajib Pajak. Dengan jumlah responden menjawab sangat baik
sebanyak 36 responden, baik sebanyak 40 responden, cukup baik sebanyak 23

responsen, kurang baik sebanyak 1 responden.

D. Penerimaan Pajak

Dalam penelitian ini, variable Penerimaan Pajak di ukur dengan 6 indikator
yaitu: Peran penerimaan pajak, Peningkatan pajak, Pajak yang dibayar dapat digunakan
untuk menunjang pembangunan negara, Pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan negara, upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat,
Kerjasama fiskus dan wajib pajak. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai
melalui 5 skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variable Penerimaan

Pajak yang dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel

Penerimaan Pajak

PENERIMAAN PAJAK
Rata
No | Pernyataan TB KB CB B SB A Kriteria
Rata
Skor
Peran F 0 2 20 46 32 100
penerimaan
| | pajak sangat % | 0.00% | 2.50% | 25.00% | 57.50% | 40.00% 4.1 BAIK
penting bagi
kemandirian 1 ¢ 1 4 60 184 160 | 408
pembangunan
) Sumber utama F 0 3 18 38 41 100 49 KURANG
penerimaan % | 0.00% | 3.00% | 18.00% | 38.00% | 41.00% ’ BAIK
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negara yaitu
berasal dari
pajak Skor | 0 6 54 152 205 | 417
Peningkatan F 4 2 26 46 22 100
penerimaan
pajak memang | o | 4.00% | 2.00% | 26.00% | 46.00% | 22.00%
peranan
3 strategis 38 CUKUP
karena akan ' BAIK
meningkatkan | ¢\ 4 78 184 | 110 | 380
kemandirian
pembiayaan
pemerintah
Pajak scbagai F 2 3 16 31 48 100
4 | sumber % | 2.00% | 3.00% | 16.00% | 31.00% | 48.00% 42 | BAIK
penerimaan
terbesar negara [°q) T 6 48 124 240 | 420
Perlunya F 2 3 23 45 27 | 100
berbagai upaya
agar % | 2.00% | 3.00% | 23.00% | 45.00% | 27.00%
5 | penerimaan 3.9 BAIK
disektor pajak
semakin Skor | 2 6 69 180 135 | 392
meningkat
Kerjasana F 2 3 18 35 42 100
fiskus dan
Wajib Pajak % | 2.00% | 3.00% | 18.00% | 35.00% | 42.00%
6 4.1 BAIK
diperlukan ’
dalam Skor | 2 6 54 140 210 | 412
meningkat
TOTAL RATA-RAT 243
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN 4.0

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban
responden sebesar 4,0 hal ini berada dikategori cukup baik dan dari 6 item pernyataan
terdapat 2 skor tertinggi. Yaitu, Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara.
Dengan jumlah responden menjawab sangat baik sebanyak 41 responden, baik
sebanyak 38 responden, cukup baik sebanyak 18 responsen, kurang baik sebanyak 3

responden.
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4.2 Analisis Data
4.2.1 Analisis Outer Model

Teknik pengolahan data dengan metode SEM berbasis PLS memerlukan dua
tahap untuk menilai kesesuaian model dalam sebuah penelitian. Salah satu tahap
tersebut adalah analisis outer model. Dalam penelitian ini, variable laten yang dibentuk
bersifat reflektif terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk masing-
masing variabel. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi terhadap pengukuran model (outer
model) guna menilai Tingkat validitas dan reabilitas indikator-indikator penelitian.
Pengukuran outer model dilakukan melalui 4 metode, yaitu Convergent Validity,
Discriminant Validity, Composite Realibility dan Cronbach’s Alpha.
4.2.1.1 Convorgent Validiy

Convergent Validity dalam model pengukuran dengan indikator reflektif diukur
berdasarkan korelasi antara item score atau component score dengan construct score
pada loading factor yang dihitung menggunakan PLS. indikator dianggap memiliki
validitas yang tinggi jika nilai korelasinya lebih dari 0,7 terhadap konstruk yang diukur.
Berdasarkan hasil analisis data convergent validity, evaluasi terhadap indikator-
indikator pada masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Convergent Validity Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator konstruk pada variabel kepatuhan wajib pajak berjumlah 6 indikator
konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui

loading faktor pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.10 Convergent Validity Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Loading Faktor Role of Thumb Keterangan
X1.1 0.908 0.70 Valid
X1.2 0.924 0.70 Valid
X1.3 0.849 0.70 Valid
X1.4 0.927 0.70 Valid
X1.5 0.893 0.70 Valid
X1.6 0.917 0.70 Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2025

B. Convergent Validity Pada Pemeriksaan Pajak
Indikator konstruk pada variabel Pemeriksaan Pajak berjumlah 7 indikator
konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui

loading faktor pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11 Convergent Validity Pada Pemeriksaan Pajak

Indikator Loading Faktor Role of Thumb Keterangan
X2.1 0.796 0.70 Valid
X2.2 0.856 0.70 Valid
X2.3 0.869 0.70 Valid
X2.4 0.882 0.70 Valid
X2.5 0.837 0.70 Valid
X2.6 0.816 0.70 Valid
X2.7 0.829 0.70 Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2025

C. Convergent Validity Pada Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Indikator konstruk pada variabel Pemeriksaan Pajak berjumlah 7 indikator
konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui

loading faktor pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12 Convergent Validity Pada Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Indikator Loading Faktor Role of Thumb Keterangan
X3.1 0.801 0.70 Valid
X3.2 0.892 0.70 Valid
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X3.3 0.842 0.70 Valid
X34 0.821 0.70 Valid
X3.5 0.802 0.70 Valid
X3.6 0.854 0.70 Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2025

D. Convergent Validity Pada Penerimaan Pajak

Indikator konstruk pada variabel Penerimaan Pajak berjumlah 6 indikator

konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui

loading faktor pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13 Convergent Validity Pada Penerimaan Pajak

Indikator Loading Faktor Role of Thumb Keterangan
Y1 0.729 0.70 Valid
Y2 0.753 0.70 Valid
Y3 0.732 0.70 Valid
Y4 0.827 0.70 Valid
Y5 0.851 0.70 Valid
Y6 0.730 0.70 Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2025

Adapun hasil evaluasi model pengukuran pada masing-massing indikator

konstruk dari convergent validity melalui loading faktor dapat juga dikemukakan

pada gambar dibawah ini:
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Gambar 4.2 Outer Loading

4.2.1.2 Discriminant Validity
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Dalam pengujian discriminant validity menggunakan Average Variance

Extracted (AVE). Adapun parameter cross loading dalam menilai Average Variance

Extracted untuk mengetahui Tingkat validitas dari masing-masing indikator konstruk

pada setiap variabel direkomedasikan lebih besar dari 0,50 (>0,50) (Imam Ghozali,

2015). Berikut hasil analisis Discriminant Validity:

Tabel 4.14 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel Average Variance Keterangan
Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak (X1) 0.816 Valid
Pemeriksaan Pajak (X2) 0.708 Valid
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3) 0.699 Valid
Penerimaan Pajak (Y) 0.596 Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4. 14 diketahui bahwa nilai AVE Variabel Kepatuhan Wajib

Pajak sebesar 0.816, Variabel Pemeriksaan Pajak 0.708, Variabel Sistem Administrasi
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Perpajakan Modern sebesar 0.699 dan Variabel Penerimaan Pajak sebsar 0.596. setiap
variabel memiliki nilai > 0.5, maka dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki

discriminant validity yang baik.

4.2.1.3 Composite Reliability

Composite reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai
reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan
memenuhi composite reliability jika nilai composite reliability >0.6. Berikut adalah
nilai composite reliability dari masing-masing variabel yang digunakan dalam
penelitian ini :

Tabel 4.15 Composite Reliability

Variabel Composite Reliability Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1) 0.964 Valid
Pemeriksaan Pajak (X2) 0.944 Valid
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3) 0.933 Valid
Penerimaan Pajak (Y) 0.898 Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa nilai composite reliability semua
variabel penelitian > 0.6. hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah
memenuhi composite reliability sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan

variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

4.2.1.4 Cronbach’s Alpha

Uji reabilitas dengan composite reliability sebelumnya dapat diperkuat dengan

menggunakan nilai Cronbach’s Alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan reliable apabila
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nilai Cronbach’s alpha > 0,70. Berikut adalah nilai Cronbach’s Alpha masing-masing

variabel :

Tabel 4.16 Cronbach’s Alpha

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1) 0.955 Valid
Pemeriksaan Pajak (X2) 0.931 Valid
Sistem Administrasi 0.914 Valid
Perpajakan Modern (X3)
Penerimaan Pajak (Y) 0.863 Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dijelaskan bahwa seluruh konstruk pada masing-
masing variabel memiliki nilai cronbach’s alpha > 0.70. maka seluruh konstruk
memenuhi syarat dalam uji cronbach’s alpha, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam

analisis selanjutnya.

4.2.2 Analisis Inner Model

Pengujian pada model struktural (inner model) pada dasarnya bertujuan untuk
melihat hubungan antara variabel. Adapun pengukuran dilakukan dengan melihat R-
Square.
4.2.2.1 R-Square

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan SmartPLS 4 diperoleh

Nilai R-Square sebagai berikut:

Tabel 4.17 R-Square

Variabel R-Square Keterangan

Penerimaan Pajak (Y) 0.603 Valid
Sumber : Data diolah, 2025

Pada tabel 4.17 nilai R-Square yang diperoleh adalah 0.603 untuk variabel

penerimaan pajak. Maka dapat dijelaskan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak,
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pemeriksaan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern mampu menjelaskan
variabel penerimaan sebesar 0.536. berdasarkan pendapat (Juliandi, 2014) kriteria R-
Square jika Rule of Thumb sebesar 0,75 maka model penelitian dalam kategori kuat,
0,50 model penelitian dalam kategori sedang, dan 0,25 model penelitian dalam kategori
lemah. Berdasarkan temuan penelitian Dimana R-Square 0,603. Maka dapat
disimpulkan model penelitian dalam kategori sedang.

4.2.2.2 Hasil Uji Hipotesis

Dalam melakukan Analisis Inner Model dapat dilihat melalui path diagram,

menggunakan analisis bootstrapping. Maka diperoleh gambar dibawah ini :
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Gambar 4.3 Output Bootstrapping

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk
menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan
dengan melihat t-statistik dan nilai p-value. Variabel independent dinyatakan

berpengaruh terhadap variabel dependen apabila t-statistik >1,99 dan p-value < 0,05
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(Dahrani et al., 2022). Berikut ini adalah hasil pengolahan data dalam penelitian ini

menggunakan SmartPLS versi 4 :

sebagai berikut:

1.

Tabel 4.18 T-Statistic dan P-Value Pengaruh Langsung

Original Sampel Standart T Statistics P Values
Sampel Mean (M) | Deviantion | (|JO/STDEV])
(0) (STDEYV)
X1-Y 0.169 0.164 0.072 2.345 0.019
X2-Y 0.419 0.430 0.115 3.653 0.000
X3-Y 0.290 0.283 0.108 2.685 0.007

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis adalah

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21 memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.169. pengaruh tersebut

mempunyai nilai probabilitas t-statistic 2.345>1.99 dan memiliki nilai p-value

sebesar 0.019<0.05, berarti kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan

terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama

Medan Timur.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.419. Pengaruh tersebut

mempunyai nilai probabilitas t-statistic 3.653> 1.99 dan memiliki nilai p-value

sebesar 0.000<0.05, berarti pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap

terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama

Medan Timur.
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3. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.290.
pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistic 2.685>1.99 dan
memiliki nilai p-value sebesar 0.007<0.05, berarti Sistem Administrasi
Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Timur.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang
pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur
sebesar 0.169 yang menunjukkan arah hubungan positif, dengan nilai t-statistik sebesar
2.345>1.99 dan p-value sebesar 0.019<0.05.

Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan tingkat kepatuhan
wajib pajak akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal
21. Dari hasil deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak, diperoleh rata-rata skor sebesar
3,6 yang berada dalam kategori "cukup baik". Indikator dengan skor tertinggi adalah
pembayaran pajak dengan tepat waktu (skor 4,1), yang menunjukkan bahwa mayoritas
responden telah memiliki kesadaran yang baik dalam memenuhi kewajiban
pembayaran pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan
dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak

yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Kepatuhan wajib pajak yang
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meliputi kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak
terutang, membayar tunggakan pajak, dan menyetor kembali surat pemberitahuan,
terbukti menjadi faktor yang berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi penerimaan
pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak
berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak. Semakin tinggi Tingkat
kepatuhan wajib pajak maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak diKPP
Pratama Medan Timur, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat kepatuhan wajib
pajak maka akan menurunkan Tingkat penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21
orang pribadi yang dapat dihimpun oleh KPP Pratama Medan Timur.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Monica & Andi
(2019) dan (Prabowo et al., 2020) dimana kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif
pada penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak
secara suka rela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu melewati

pemeriksaan, investigasi, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi atau denda.

4.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimanaan Pajak

Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang
pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur
sebesar 0,419 yang menunjukkan arah hubungan positif, dengan nilai t-statistik sebesar

3.653> 1.99 dan p-value sebesar 0.000<0.05.
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Variabel pemeriksaan pajak memperoleh rata-rata skor sebesar 3,7 yang berada
dalam kategori "cukup baik". Indikator dengan skor tertinggi adalah pemeriksaan
lapangan ke tempat wajib pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan (skor 4.1),
yang menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan pajak telah dilaksanakan dengan baik
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak yang
signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan
secara efektif dapat mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak, memberikan kepastian
hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Hal ini pada akhirnya
berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP
Pratama Medan Timur. Efektivitas pemeriksaan pajak yang meliputi teknologi
informasi, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana
pemeriksaan, terbukti menjadi instrumen yang powerful dalam mengoptimalkan
penerimaan pajak negara.

Penelitian ini sejalan dengan temuan dari (Prabowo et al., 2020) dan (Natasya
et al., 2024) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap
penerimaan pajak. pemeriksaan pajak merupakan Serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pemeriksaan ini perlu
dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak

dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku.
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4.3.3 Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Administrasi
Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan
(PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini dibuktikan
dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.290 yang menunjukkan arah hubungan positif,
dengan nilai t-statistik sebesar 2.685>1.99 dan p-value sebesar 0.007<0.05.

Variabel sistem administrasi perpajakan modern memperoleh rata-rata skor
tertinggi yaitu 4,0 yang berada dalam kategori "baik". Indikator dengan skor tertinggi
adalah sistem pelaporan pajak secara elektronik yang memberikan kemudahan bagi
wajib pajak (skor 4,1), yang menunjukkan bahwa implementasi teknologi dalam sistem
perpajakan telah memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan temuan dari (Darmawan et al., 2023) ini
mengkonfirmasi bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi
penyempurnaan struktur organisasi, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi,
penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance,
telah berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses administrasi
perpajakan.

Penerapan sistem adminitrasi perpajakan modern seperti e-SPT, e-filing,
keberadaan Account Representative, dan Complaint Center terbukti memberikan
kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan
ini pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berdampak

pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.



BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan metode
Partial Least Square (PLS) terhadap 100 responden wajib pajak orang pribadi di KPP
Pratama Medan Timur, diperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan antara
kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa ketiga variabel tersebut secara signifikan memengaruhi tingkat penerimaan
pajak, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini memperkuat teori dan hasil
penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan kepatuhan, efektivitas
pengawasan melalui pemeriksaan, serta pemanfaatan teknologi administrasi yang
modern merupakan faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Berdasarkan
temuan-temuan tersebut, maka berikut ini disampaikan kesimpulan dari penelitian

yang telah dilakukan:

1. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penerimaan PPh Pasal 21 orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Semakin
tinggi kepatuhan wajib pajak yang mencakup pelaporan dan pembayaran pajak
tepat waktu semakin tinggi pula penerimaan pajak yang dihimpun. Hal ini

diperkuat dengan nilai koefisien jalur 0,169 dan p-value 0,019 (<0,05).

2. Pemeriksaan Pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan

koefisien jalur 0,419 dan p-value 0,000. Pemeriksaan yang selektif dan berbasis

92
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risiko terbukti mampu mendeteksi ketidakpatuhan, memberikan efek jera, dan

mendorong peningkatan penerimaan pajak.

3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern seperti e-Filing, e-Billing, dan
kehadiran Account Representative memiliki kontribusi nyata terhadap
peningkatan kepatuhan dan kemudahan pelaporan pajak. Hal ini berdampak
positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 dengan koefisien jalur 0,290 dan p-

value 0,007.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa
kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern
memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21 orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Ketiga variabel tersebut
saling mendukung dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan adil.
Oleh karena itu, agar hasil penelitian ini tidak hanya menjadi kajian akademik semata,
maka perlu adanya langkah konkret yang dapat diimplementasikan baik oleh pihak
otoritas pajak, wajib pajak, maupun lembaga terkait lainnya. Berikut ini beberapa saran

yang dapat dijadikan rekomendasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.

1. Untuk KPP Pratama Medan Timur:
a. Tingkatkan intensifikasi dan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan
kepada wajib pajak yang masih rendah tingkat kepatuhannya.
b. Lakukan pemeriksaan pajak secara selektif dan berbasis risiko agar lebih

efisien dan tepat sasaran dalam meningkatkan penerimaan pajak.
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c. Perluasan dan pendalaman penggunaan sistem administrasi modern, serta
pemberian pelatihan kepada wajib pajak yang belum terbiasa dengan
teknologi tersebut.

2. Untuk Wajib Pajak:

a. Perlu meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
secara tertib dan tepat waktu.

b. Manfaatkan sistem elektronik perpajakan (e-Filing, e-Billing) untuk
mempermudah pelaporan dan menghindari denda akibat keterlambatan.

3. Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP):

a. Perlu ditingkatkan infrastruktur digital, terutama di daerah yang literasi
teknologinya rendah.

b. Pertimbangkan pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh sebagai
upaya meningkatkan kepercayaan publik.

c. Tambahkan jumlah dan kualitas SDM dalam bidang pemeriksaan agar
proses pengawasan lebih optimal.

4. Untuk Penelitian Selanjutnya:

a. Disarankan menambah variabel lain seperti literasi perpajakan, penggunaan

aplikasi mobile pajak, atau faktor ekonomi makro agar hasil penelitian lebih

luas dan komprehensif.

5.3 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk

pengembangan penelitian selanjutnya, antara lain:
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. Penelitian ini hanya dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur dan tidak
mencakup KPP lainnya, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan

untuk wilayah atau instansi perpajakan lainnya di luar Medan Timur.

. Fokus penelitian hanya pada wajib pajak orang pribadi yang terkait dengan PPh
Pasal 21. Wajib pajak badan dan jenis pajak lainnya tidak dianalisis, sehingga

hasilnya terbatas pada satu jenis objek pajak.

. Data yang digunakan berasal dari kuesioner yang disebarkan kepada responden.
Hal ini memiliki potensi bias subjektivitas responden, karena jawaban yang
diberikan bisa dipengaruhi oleh persepsi pribadi dan tidak mencerminkan

kondisi yang sebenarnya secara menyeluruh.

. Penelitian dilakukan dalam periode waktu yang singkat, sehingga tidak dapat
menangkap dinamika jangka panjang dari kebijakan pemeriksaan pajak

maupun implementasi sistem administrasi perpajakan modern.

Penelitian ini hanya berfokus pada tiga variabel utama, yaitu kepatuhan wajib
pajak, pemeriksaan pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern.
Sementara itu, masith banyak faktor lain yang juga dapat mempengaruhi
penerimaan pajak, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi administrasi,
motivasi wajib pajak, dan kualitas layanan fiskus, namun tidak dikaji dalam

penelitian ini.
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LAMPIRAN



KUESIONER PENELITIAN
Data Responden
Berikan tanda (V) sesuai dengan data diri anda:

Nama Responden (optional isi atau tidak) — : ..occoeeeiiiieiieeeee e,

Jenis Kelamin : [] Pria [] Wanita

Umur : 119 — 30 tahun [] 31 — 40 tahun
[] >41 tahun

Jenjang Pendidikan O o3 Ost [Os20s3
[ Lain - lain

Pemahaman terhadap sistem Perpajakan
Modern (e-Filing, e-Billing, dll) . [ Baik [ Cukup Baik
(] Tidak Baik

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan tanda (V) pada kotak yang sesuai

berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:
TB = Tidak Baik (1)

KB = Kurang Baik (2)

CB = Cukup Baik (3)

B =Baik (4)

SB = Sangat Baik (5)



NO. PERNYATAAN/PERTANYAAN ALTERNATIF
TB | KB | CB B SB
PENNERIMAAN PAJAK (Y)
1. Peran penerimaan pajak sangat penting
bagi kemandirian pembangunan
2. Sumber utama penerimaan negara yaitu
berasal dari pajak
3. Peningkatan penerimaan pajak memang
peranan strategis karena akan
meningkatkan kemandirian pembiayaan
pemerintah
4. Pajak sebagai sumber penerimaan
terbesar negara
5. Perlunya berbagai upaya agar penerimaan
disektor pajak semakin meningkat
6. Kerjasana fiskus dan Wajib Pajak
diperlukan dalam meningkat
NO. PERNYATAAN/PERTANYAAN ALTERNATIF
TB KB | CB B SB

KEPATUHAN WAIJIB PAJAK (X1)

1.

Saya sudah melaporkan diri sebagai wajib

pajak orang pribadi

2. Saya sudah menyampaikan laporan pajak
dengan benar dan tepat waktu

3. Saya sudah melakukan perhitungan pajak
terutang dengan benar

4. Saya sudah melakukan pelaporan SPT
dengan tepat waktu

5. Saya sudah melakukan pembayaran pajak
sesuai dengan yang terutang

6. Saya melakukan pembayaran pajak

dengan tepat waktu




NO. PERNYATAAN/PERTANYAAN ALTERNATIF

TB | KB | CB B SB
PEMERIKSAAN PAJAK (X2)
1. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk

menguji kepatuhan kewajiban perpajakan
dalam rangka memberikan kepaastian
hukum, keadilan dan pembinaan kepada

WP

Pemeriksaan rutin dilaksanakan dalam hal
WP orang pribadi/badan menyampaikan
SPT Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh rugi
Tidak Lebih Bayar, dan SPT Tahunan PPh
akibat adanya perubahan tahun buku

Pemeriksaan khusus dilakukan apabila
adanya dugaan melakukan tindakan

pidana dibidang perpajakan

Pemeriksaan lapangan ketempat WP akan
diperiksa dengan menyampaika Surat

Pemberitahuan

Menjelaskan maksud den tujuan

pemeriksaan

Pemeriksaan pajak meminta keterangan
baik lisan maupun tulisan kepada WP

yang akan diperiksa

Petugas pemeriksa harus melengkapi
dengan surat pemeriksaan pajak (SP3)
dan harus memperlihatkan kepada Wajib
Pajak yang diperiksa




NO.

PERNYATAAN/PERTANYAAN

ALTERNATIF

TB

KB

CB

B

SB

SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN (X3)

1.

Struktur organisasi pada KPP modern
yang telah berubah menjadi berdasarkan
fungsi memudahkan jalur penyelesaian

pelayanan dan pemeriksaan wajib pajak

Adanya Account Representative benar-
benar melakukan fungsingya
sebagaimana mestinya, yaitu
membimbing wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya

Kemudahan pelaynan dengan adanya
Account Representative yang melayani
dan memberikan konsultasi kepada wajb

pajak mengenai kewajiban perpajakannya

System administrasi modern (digitalisasi:
e-SPT, e-filing) sudah benar-benar
dimanfaatkan demi kemudahan

pemenuhan kewajiban perpajakan.

System pelaporan pajak secara elektronik
dapat memberikan kemudahan bagi Wajib
Pajak.

Complain Center memberikan
kemudahan bagi Wajib Pajak apabila ada

keberatan dan keluhan tentang pajak




TABULASI DATA

Olah Data Sample 30

—
M NN — O N~ | 081008779748504554668
O AN AN AN | [o\NEe\ NN e\ N|—(AN|en|[en | — AN[— NN —~[ NN AN AN[AN AN AN — |
=
< | | | < | 1| wn Nl on Aol g o sl n| || S ;n
O
—
>
< | | | < | <| n oo o|d s ||| o] ||| | ||
v
—
>
4
=
D@ <| | | m <| | n niononlunmon o ong/siononn| g || S || <
<
ml.
= <t| | | M| n|n nionlst|ln|no|ldln|n|jn|d|lo||n| S| S| |0
=1
=1k
o
15)
N S| on| | @ < | | < nionlolunin o d g/ g ool g S| | | on|n
(@\]
—
o
i< | m M| <| ol o|ld ||| ||| S| S| on| ||| <
—
>
) I30) nio|~|colon N n|o|~|colon




TOTAL

34
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23
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25

33
33

34
13
21

21

27

33
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28

31

21
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28

21

28
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X2.7

X2.6

X2.5

Pemeriksaan Pajak
X2.4
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X2.1
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Hasil Uji Smart PLS

X1_KEPATUHAN WAJIB...  X2_PEMERIKSAAN PAJAK  X3_SISTEM ADMINISTR... ‘ Y_PENERIMAAN PAJAK
X1.1 0913
X1.2 0.924
X1.3 0.879
X1.4 0.940
X1.5 0.925
X1.6 0.925

X1_KEPATUHAN WAJIB...  X2_PEMERIKSAAN PAJAK = X3_SISTEM ADMINISTR... ‘ Y_PENERIMAAN PAJAK
X2.1 0.926
X2.2 0.896
X2.3 0.933
X2.4 0.925
X2.5 0.903
X2.6 0.868
X2.7 0.905

s s [ |

X1_KEPATUHAN WAJIB...  X2_PEMERIKSAAN PAJAK = X3_SISTEM ADMINISTR...  Y_PENERIMAAN PAJA
X3.1 0.792

X3.2 0.930

X33 0.851

X34 0.865

LEW 0.845

X36 0912

| WAJIB.. X2 PEMERIKSAAN PAJAK  X3_SISTEM ADMINISTR.. Y _PENERIMAAN PAJAK
A2 0.851
X34 0.865
X3.3 0.845
X3.6 0912
B 0.741
v2 0.806
n_ 0.795
Y4 0.907
Y5 0.878
Y6 0.771




Uji Reliabilitas

Construct reliability and validity - Overview Copy to Excel/Word ~ Copy to R
Cronbach's alpha Composite reliability (r... Composite reliability (r...  Average variance extrac...

X1_KEPATUHAN WAJIE PAJAK 0.963 0971 0970 0842

X2 PEMERIKSAAN PAJAK 0.964 0.965 0970 0825

X3 SISTEM ADMINISTRAS! PERPAJAKAN ... 0.933 0.941 0.948 0752

¥_PENERIMAAN PAJAK 0.900 0.903 0924 0670
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Pemeriksaan Pajak
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Sistem Administrasi Perpajakan Modern
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81 5 4 4 3 4 3 23
82 5 5 5 5 4 5 29
83 5 4 4 5 5 5 28
84 5 5 5 5 5 3 28
85 5 5 4 5 5 4 28
86 4 4 4 3 4 3 22
87 3 2 3 2 4 4 18
88 5 5 5 5 5 5 30
89 3 2 1 1 1 1 9
90 3 3 3 3 3 3 18
91 3 3 3 3 3 3 18
92 4 3 4 4 3 4 22
93 5 4 5 5 5 5 29
94 4 4 3 5 4 4 24
95 4 4 4 4 4 4 24
96 4 5 3 4 3 4 23
97 5 3 5 4 3 4 24
98 2 3 5 3 3 4 20
99 4 4 3 5 4 5 25
100 4 4 4 4 4 4 24
Hasil Uji Smart PLS

Olah Data Kuesioner

X1

-
0908
. x1.2

_,.uqu"’” i
0By
0927
—
X1_KEPATUHAN WAJIEH0393¢ %14

0917

X15

~

X16

0796

0856 X23
——
- 0889
Q882 X24
o
X2_PEMERIKSAAN PAIZE/E. s
0829 T

2
X33
s —*
Tosn

* x34
0502

X3_SISTEM ADM PERPAJAKAR: 5c,DREN s

X6




Uji Validitas

X1_KEPATUHAN WAJIB...  X2_PEMERIKSAAN PAJAK X3 _SISTEM ADM PERPA... ‘ Y_PENERIMAAN PAJAK
X1.1 0.908
X1.2 0.924
X1.3 0.849
X1.4 0.927
X1.5 0.893
X1.6 0917

X1_KEPATUHAN WAJIB... | X2_PEMERIKSAAN PAJAK X3 _SISTEM ADM PERPA... ‘ Y PENERIMAAN PAJAK
X241 0.796
X2.2 0.856
X2.3 0.869
X2.4 0.882
X2.5 0.837
X2.6 0.816
X2.7 0.829

X1_KEPATUHAN WAJIB...

X2_PEMERIKSAAN PAJAK

X3_SISTEM ADM PERPA...

Y_PENERIMAAN PAJAK

X3.1 0.801
X3.2 0,892
X3.3 \ 0.842
X3.4 0.821
X3.5 \ 0.802
X3.6 0.854

X1_KEPATUHAN WAIJIB...

X2_PEMERIKSAAN PAJAK

X3_SISTEM ADM PERPA...

Y_PENERIMAAN PAJAK

PN voul
X3.2 0.892
X3.3 0.842
X3.4 0.821
X3.5 0.802
X3.6 0.854
Y1 0.729
Y2 0.753
Y3 0.732
Y4 0.827
Y5 0.851
Y6 0.730




Output Bootstrapping

0.000
e X2

0000
0.000— 3
0.000
X1_KEPATUHAN WAJI 90(3?( X4
0 mo%
X1.5
X1.6

~
Q019

X2_PEMERIKSAAN P.

y X322
0.000

2.000
T x3a4

0.000
X3_SISTEM ADM PERPAJAKAR 0000 DREN s

X36

Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

Total effects - Mean, STDEV, T values, p values

Original sample (0) Sample mean (M) Standard deviation (ST...
X1_KEPATUHAN WAJIB PAIAK -> Y_PENERIMAAN PAJAK 0.169 0.164 0.072
X2_PEMERIKSAAN PAJAK -> V_PENERIMAAN PAJAK 0.419 0.430 0.115
XG_SISTEM ADM PERP AJAKAN MODREN -> Y_PENERIMAAN PAJAK 0.290 0.283 0.108

T

Copy to Excel/Word

(|O/STDEV])
2345
3653
2.685

P values
0.019
0.000
0.007
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